
 

 

i 

 

CASH WAQF LINKED SUKUK SEBAGAI PEMBIAYAAN 

PEMULIHAN BENCANA ALAM DI INDONESIA  

 

TESIS 

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister  

dalam Program Studi Ekonomi Syariah 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

NURLAILI ADKHI RIZFA FAIZA 

NIM. F52417140 

 

 

 

 

PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  

SURABAYA 

2019 



 

 

ii 

 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

PERNYATAAN KEASLIAN  

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:  

Nama  : Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza 

NIM  : F52417140 

Program  : Magister (S-2) Prodi Ekonomi Syariah  

Institusi  : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya  

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS yang berjudul  ‚Cash Waqf 

linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia‛ ini 

secara keselurahan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada 

bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.  

 

  Surabaya, 5 Juli 2019 

   Saya yang menyatakan, 

 

 

  Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza 

  NIM. F52417140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  

 

Tesis berjudul ‚Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan 

Bencana Alam di Indonesia‛ yang ditulis oleh Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza (NIM. 

F52417140)  ini telah disetujui pada tanggal 8 Juli 2019. 

 

Oleh: 

PEMBIMBING, 

 

 

Dr. Hj. Fatmah, ST, MM 

197507032007012020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS 

 

Tesis berjudul ‚Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan 

Bencana Alam di Indonesia‛ yang ditulis oleh Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza (NIM. 

F52417140)  ini telah diuji dalam Ujian Tesis  

pada tanggal 18 Juli 2019 

 

Tim Penguji: 

1. Dr. Hj. Fatmah, ST, MM  (Pembimbing/ Ketua) ………………… 

NIP. 197507032007012020 

2. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag, S.S, M.EI (Penguji I)  ………………… 

NIP. 197005142000031001 

3. Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, M.EI (Penguji II) ………………… 

NIP. 197209062007101003 

 

 

 Surabaya, 18 Juli 2019  

 Direktur,  

 

 

 Prof. Dr.H. Aswadi, M.Ag  

 NIP. 196004121994031001 

 

 

 

 





 

 

v 

 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

ABSTRACT 

 

 

Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, 2019. Cash Waqf linked Sukuk as Natural Disaters 

Recovery Funding in Indonesia 

 

Indonesia is a country with a considerable risk of natural disasters. 

However, the funds which available for natural disaster recovery funding are 

under the budget. Waqf (endowment) as one of the potential Islamic social funds 

in Indonesia, haven’t been managed optimally. This study tries to synergize 

between cash waqf and the natural disaster recovery budget deficit with 

qualitative methods sourced from interviews and literatures review. 

Considering those facts, this study proposes a model which allows the 

government to obtain funding from waqf placed on sukuk, so that the instrument 

appears as a Cash Waqf linked Sukuk as a social investment funding for natural 

disaster recovery. The results of the CWLS simulation on the Jogja-Central Java 

earthquake recovery financing program, shows that CWLS is able to cover the 

overall financing for damage and losses in the government-owned sector. Not 

only financing, the results of management of waqf placed in sukuk, within a 5-

year tenor were able to produce coupon that could be given to mawquf’alayh in 

the form of building mosques, schools, and to enhancing economic sustainability 

by giving a non-rate loan (qard{ financing). 

CWLS has the potential as an appropriate disaster recovery funding 

instrument. Cash Waqf collected through CWLS can be useful through two 

channels. First, waqf used to finance post-disaster infrastructure development 

through sukuk-waqf. Second, the yield from the utilization of waqf placed on 

sukuk instruments can be distributed to mawquf’alayh. As the government said, 

the potential cash waqf in Indonesia is Rp.77 trillion per year, if only 30% of it 

allocated for CWLS, the profit sharing that can be reached is more than Rp1.85 

trillion per year (assuming the highest market value coupon, 8%). Thus, at least 

12% of BNPB's grant needs for disaster recovery can be supplied by the yield of 

CWLS utilization. 

 

Keywords: Cash Waqf, Sukuk, CWLS, Financing, Natural Disasters 
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ABSTRAK 

 

Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, 2019. Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan 

Pemulihan Bencana Alam di Indonesia 

 

Indonesia merupakan Negara dengan risiko bencana alam yang cukup 

besar. Namun, anggaran pemerintah untuk pemulihan akibat bencana alam masih 

belum memenuhi. Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan yang sangat 

potensial di Indonesia, saat ini belum terkelola dengan maksimal. Penelitian ini 

mencoba mensinergikan antara wakaf uang dengan defisit anggaran pemulihan 

bencana alam dengan metode kualitatif yang bersumber dari wawancara dan 

kajian literatur. 

Hasil penelitian menciptakan sebuah model dimana memungkinkan 

pemerintah mendapatkan dana pembiayaan dari wakaf yang ditempatkan pada 

sukuk, sehingga muncul instrumen Cash Waqf linked Sukuk sebagai investasi 

sosial pembiayaan pemulihan bencana alam. Hasil simulasi penerapan CWLS 

pada program pembiayaan pemulihan gempa Jogaja-Jawa Tengah menunjukkan 

bahwa, apabila CWLS mampu mengcover keseluruhan pembiayaan untuk 

kerusakan dan kerugian pada sector milik pemerintah. Tak hanya itu, hasil 

pengelolaan wakaf yang ditempatkan pada sukuk, dalam tenor 5 tahun mampu 

menghasilkan manfaat yang bisa diberikan kepada mawquf’alayh dalam bentuk  

pembangunan masjid, sekolah, maupun pemodalan kepada sector produktif 

dengan pembiayaan qard{.  
CWLS sangat berpotensi sebagai instrumen  pembiayaan pemulihan 

bencana yang tepat. Dana wakaf yang terkumpul melalui CWLS ini bisa 

bermanfaat melalui dua jalur. Pertama adalah wakaf yang digunakan untuk 

pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana melalui sukuk wakaf. 

Kedua adalah dana hasil pemanfaatan wakaf yang ditempatkan pada instrumen 

sukuk yang bisa disalurkan kepada mawquf’alayh.  Jika melihat potensi wakaf 

uang yang mencapai Rp77 triliun per tahunnya, jika 30%-nya saja dialokasikan 

untuk CWLS, maka bagi hasil yang diperoleh bisa mencapai Rp1,85 Triliun per 

tahun (dengan asumsi kupon nilai pasar tertinggi, 8%). Dengan demikian, 

setidaknya 12% kebutuhan dana hibah BNPB  untuk pemulihan bencana dapat 

disuplai oleh hasil pemanfaatan CWLS.  

 

Kata Kunci: Wakaf Uang, Sukuk, CWLS, Pembiayaan, Bencana Alam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang rentan bencana alam. Secara geografis, 

posisi Indonesia yang terletak di daerah ‘Pacific Ring of Fire’, membuat negara 

ini selalu berisiko terhadap gempa bumi yang sifatnya seismik maupun vulkanik. 

Indonesia juga merupakan negara yang diapit oleh dua samudera besar, yakni 

samudera Pasifik dan samudera Hindia yang memiliki potensi curah hujan tinggi 

dan badai. 

Berdasarkan perankingan oleh EMDAT CRED
1
 pada enam tipe bencana 

alam, Indonesia menjadi negara yang paling berisiko tinggi mengalami bencana 

tsunami dan tanah longsor. Dari 76 negara, Indonesia menjadi ranking pertama 

yang berisiko tsunami dengan lebih dari 5 juta orang yang terancam. Sementara 

dari 162 negara di dunia, Indonesia juga menjadi yang paling berpotensi tinggi 

mengalami tanah longsor dengan lebih dari 195 ribu orang terancam.
2
  

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, setiap tahunnya hampir 2000 

kejadian bencana alam di Indonesia terjadi. Sebagian besar bencana yang terjadi 

adalah banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Tak hanya itu, major disaster 

seperti tsunami dan gempa bumi juga melanda Indonesia dalam kurun waktu 10 

                                                 
1
 EMDAT CRED adalah Emergency Event Database Centre for Research on the Epidemiology of 

Disasters merupakan anak dari lembaga PBB bidang kebencanaan.  

2
 Global Facility for Disaster Reduction and Recovery – World Bank, ‚Lessons from the Efforts 

to Develop Disaster Risk Financing and Insurance Framework in Indonesia‛, Technical Note 
(2000), 1.  
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tahun terakhir seperti gempa bumi dan tsunami di Lombok dan Donggala yang 

menewaskan ribuan orang. 

Gambar 1.1 

Tren Kejadian Bencana Alam di Indonesia 

 
Sumber: bnpb.go.id 

 

Tak hanya memakan korban jiwa, bencana alam juga sukses menghajar 

perekonomian. Berkaca pada kejadian Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 

yang menewaskan 110.229 orang, 12.132 hilang, dan 703.229 mengungsi, secara 

ekonomi telah mengakibatkan kerugian hingga 41,4 triliun Rupiah atau setara 4,5 

milyar Dollar. Pun dengan gempa bumi di Yogyakarta pada Mei 2006 yang 

mengakibatkan kerusakan besar dan kerugian hingga 29 triliun Rupiah.
3
 

Secara ekonomi, pengaruh bencana tsunami di Aceh terhadap PDB
4
 

Indonesia memang relatif kecil, hanya 0,3%. Namun, jika dibandingkan dengan 

PDRB  provinsi Aceh, kerugian akibat bencana tersebut begitu signifikan, yakni 

telah memakan 45% PDRB. Begitupun dengan Yogyakarta yang kerugiannya 

                                                 
3
 Ibid. 

4
 Produk Domestik Bruto: pendapatan dalam suatu wilayah negara selama kurun waktu 1 tahun. 
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setara 41% dari PDRBnya. Hal ini membuka mata betapa besarnya pengaruh 

bencana alam di Indonesia, khususnya dari kacamata ekonomi. Dengan demikian, 

diperlukan kesadaran membangun sistem penanggulangan bencana secara 

komprehensif.  

Sistem penanggulangan bencana di Indonesia terdiri atas tiga hal, yaitu 

legislasi, lembaga, dan pendanaan. Dari segi legislasi, Undang-Undang Nomor 

24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi titik tolak menciptakan 

sistem penanggulangan bencana. Untuk kelembagaan, pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Presiden Nomor 8/2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) yang berfungsi mengoordinasikan penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Sumber pendanaan dari dana Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), baik melalui APBN atau APBD, dana 

kontingensi, dana siap pakai, dana bantuan sosial berpola hibah, dana yang 

bersumber dari masyarakat, maupun dana dukungan komunitas internasional.
5
 

APBN relatif cukup cepat dalam menyediakan bantuan-bantuan jangka 

pendek ketika terjadi bencana alam, namun APBN dirasa belum mampu untuk 

menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara skema pembiayaan untuk 

membangun kembali ekonomi suatu daerah pasca bencana: pembangunan 

kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, 

baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama 

tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya 

hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala 

                                                 
5
 Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 24 tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana. 
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aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Hal ini cukup sulit 

karena APBN direncanakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu, terbatas 

pada satu tahun fiskal. Beberapa negara mencoba mengembangkan pendanaan 

jangka menengah, tapi skema ini biasanya bukan termasuk pada konsep untuk 

penanganan risiko bencana alam. Skema ini lebih pada alokasi untuk 

pembangunan infrastruktur 3-5 tahun ke depan, pembangunan kesehatan dan 

pendidikan. 

Berdasarkan kalkulasi BNPB, dana tanggap darurat bencana yang ideal 

adalah Rp 15 triliun per tahun mengingat negara kita yang rentan bencana. 

Namun, dana tanggap darurat yang tersedia untuk tahun 2018 hanyalah Rp 6,3 

triliun.
6
 Hal ini menyulitkan BNPB melakukan berbagai kegiatan tanggap 

darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Minimnya pendanaan juga 

berdampak pada tahapan kesiapan menghadapi bencana. 

Sejauh ini, pemerintah hanya berkonsentrasi dalam memitigasi upaya 

fisik seperti memberikan makanan atau merelokasi infrastruktur publik. Terlebih 

lagi ketika pemerintah membangun kembali infrastruktur publik baru terjadi, 

masalah lain seperti pemilik tanah bahwa tanah mereka diusulkan sebagai lokasi 

infrastruktur baru ditolak. Penolakan ini disebabkan oleh kompensasi yang tidak 

pantas yang ditawarkan. Masalah lain adalah masalah sosial ekonomi seperti 

usaha kecil menengah yang terganggu pasca bencana, atau banyaknya 

pengangguran baru atau proses pendidikan yang mengganggu bagi para korban 

                                                 
6
 M. Ahsan Ridhoi, "Komisi VIII: BNPB Punya Dana Rp6,5 T untuk Penanggulangan Bencana", 

https://tirto.id/c396; diakses pada 20 Januari 2019. 
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usia sekolah. Salah satu alasan mengapa program komprehensif semacam itu 

belum dilakukan adalah karena pemerintah memiliki keterbatasan anggaran 

untuk membiayai semua program.  Hal ini memerlukan partisipasi masyarakat 

dalam pembiayaan tersebut.  

Selama ini, dalam menghadapi bencana alam, partisipasi masyarakat 

masih dalam batas derma spontanitas per kasus bencana alam melalui lembaga 

sosial. Pendanaan untuk bencana lebih bersifat reaktif. Ini terlihat dari berbagai 

tabung bencana yang diinisiasi berbagai pihak mulai dari media sampai lembaga 

kemanusiaan setelah bencana terjadi. Belum adanya partisipasi secara aktif (pra 

bencana) ini, maka diperlukan satu instrumen pendanaan baru yang bisa meng-

cover pemulihan pasca bencana. Tulisan ini mencoba untuk memberikan 

pembiayaan alternatif dalam proses mitigasi. 

Kenya telah mengembangkan catastrophic bonds7 untuk menjadi penawar 

risiko bencana alam di sektor agrikultur.
8
 Begitupun di Australia dan Jepang 

yang telah menerapkan obligasi sebagai instrumen pembiayaan mitigasi bencana. 

Sementara itu, sepanjang sejarah wakaf, pada 1549 di Turki ternyata ada satu 

wakaf yang dinamakan wakaf untuk pemeliharaan dan pemulihan pascabencana 

alam.  Dalam buku Marvelous Pious Foundations (Waqfs) Throughout History 

terbitan Directorate General Foundations Publications Turkey (2014), 

                                                 
7
 Obligasi bencana. 

8
 Lin Sun, et,al, "Designing Catastrophic Bonds for Catastrophic Risks in Agriculture: Macro 

Hedging Long and Short Rains in Kenya", Agricultural Finance Review, Vol. 75, No. 1 (2015), 

47-62. 
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disebutkan, Semsuddin Haci Ahmed Efendi mewakafkan 500 dirham untuk 

pemeliharaan dan pemulihan pascabencana.
9
 

Wakaf memiliki dua unsur utama, pertama unsur spiritual karena wakaf 

merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri wakif kepada Allah 

SWT. Kedua unsur material karena wakaf difahami sebagai usaha menjadikan 

harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat 

menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan.  

Undang-undang No. 41/2004 pasal 16 membagi jenis harta benda wakaf 

menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Uang digolongkan 

menjadi salah satu harta benda wakaf bergerak. Wakaf uang adalah wakaf berupa 

uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh naz{ir secara produktif, 

hasilnya dimanfaatkan untuk mawquf’alayh. Dengan demikian, dalam wakaf 

uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada 

mawquf’alayh, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh naz{ir, kemudian hasil 

investasinya diberikan kepada mawquf’alayh.
10

 Peruntukan wakaf uang ini harus 

benar-benar hati-hati karena pengelolaannya wajib kembali 100% dari dana yang 

diwakafkan. 

Dunia wakaf di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan 

sangat dinamis. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas wakaf di Tanah 

Air tampaknya sedang giat mengadakan berbagai kegiatan untuk memajukan 

                                                 
9
 Ertem Adnan, Marvelous Pious Foundations (Waqfs) Throughout History (Istanbul: Directorate 

General of Foundations Publications, 2014). 

10
 Muhammad Aziz, ‚Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek 

Wakaf Uang di Indonesia‛, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 (2017), 195. 
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wakaf. Salah satu produk baru yang hadir adalah pengembangan wakaf uang 

berbasis sukuk atau Cash Waqf linked Sukuk (CWLS) dengan kode SW-001 

senilai Rp 100 miliar. CWLS merupakan surat utang syariah atau sukuk yang 

berbasis wakaf uang. Dana wakaf yang terkumpul dari instrumen ini dapat 

diinvestasikan pada sukuk negara. Sehingga dapat membantu pembiayaan fiskal 

dalam konteks proyek sosial, khususnya di bidang edukasi, kesehatan, dan 

pembangunan. CWLS ini, untuk pertama kali, diproyeksikan untuk membeli 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Salah satu sasaran penggunaan dana 

beserta imbal hasil SBSN, seperti diberitakan Republika pada 4 Oktober 2018, 

adalah sebagai dana sosial untuk pembangunan kembali kawasan terkena 

bencana, seperti di Lombok dan Palu. Dana pokok wakaf uang akan digunakan 

untuk pembangunan aset pemerintah di daerah bencana. Kupon imbal hasil sukuk 

akan diberikan pada mitra naz{ir untuk kepentingan sosial di wilayah bencana. 

Sementara dana pokok akan kembali pada pemberi wakaf setelah masa tenor 

CWLS habis yakni lima tahun. 

Gambar. 1.2 

Indicative Disaster Risk Financing Strategy for Indonesia 

 
Sumber: World Bank, Indonesia DRFI Report

11 
                                                 
11

 World Bank, Indonesia Advancing a National Disaster Risk Financing Strategy – Options for 
Consideration (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and 

Development/The World Bank, 2012), 2. 
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Berdasarkan strategi pembiayaan penanggulangan risiko bencana untuk 

Indonesia yang disampaikan oleh World Bank, bermacam instrumen pembiayaan 

bencana yang dapat dilakukan antara lain dengan parametric insurance, 

catastrophe bonds, contingent credit, contingent budget, reserve, dan annual 

budget allocation. Untuk bencana besar seperti gempa bumi dan tsunami, strategi 

instrument pembiayaan yang dicanangkan adalah catastrophe bonds atau obligasi 

bencana alam. Namun instrument tersebut saat ini belum diterapkan di 

Indonesia. Menilik dari hal tersebut, sukuk sebagai obligasi syariah yang legal di 

Indonesia, tentunya bisa menjadi alternatif pembiayaan ini.  

Saat ini, pengembangan sukuk yang baru lahir dan sifat wakaf yang unik 

untuk dilibatkan dalam struktur semacam itu merupakan perkembangan yang 

menarik untuk ditelusuri. Ada tiga praktik terbaik dari penerbitan wakaf-sukuk 

di dunia, yaitu di Arab Saudi, Singapura, dan Selandia Baru. Dalam Duzbakar
12

, 

Ahmed
13

, Sukmana, Khalid & Hassan
14

, Abdul-Karim
15

, Kasri & Saeran
16

 

menggambarkan sukuk al-intifa' sebagai instrumen inovatif untuk 

mengembangkan wakaf sejak awal tahun 2000. Di Makkah, King Abdul Aziz 

                                                 
12

 Ömer Düzbakar, ‚Charitable Women and their Pious Foundations in the Ottoman Empire: the 

Hospital of the Senior Mother, Nurbanu Valide Sultan‛, JISHIM, Vol.5, No. 1 (2006). 

13
 Habib Ahmed, ‚Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation‛, Occasional Paper Islamic 

Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IDB), No.8 (2004). 

14
 Shabana Hasan, ‚Role of Waqf in Enhancing Muslim Small and Medium Enterprises (SMEs) in 

Singapore‛, A paper was presented at The 8th International Conference on Islamic Economics 

And Finance (ICIEF) held by Islamic Research and Training Institute- Islamic Development 

Bank (IRTI-IDB) and Qatar Foundation. Doha – Qatar. 18-20 December 2011 

15
 Shamsiah Abdul-Karim, ‚Contemporary Shari’ah Structuring for The Development and 

Management of Waqf Assets in Singapore‛ (Tesis--Durham University, 2010). Diakses dari: 

http://etheses.dur.ac.uk /778/ 

16
 N. Suhaida Kasri, N. S. N. Nor Saeran, ‚Waqf and Sukuk: Addressing The Humanitarian 

Funding Gap‛, http://giem.kantakji.com/article/ details/ID/918; diakses pada 20 Maret 2019. 
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Waqf (KAAW) telah mengembangkan multipleks menara tinggi bernama Zam 

Zam Tower, yang terletak di dekat Masjid Al-Haram. KAAW bertindak sebagai 

naz{ir. Naz{ir adalah badan yang mengumpulkan properti wakaf dari wakif dan 

juga mengelola properti. KAAW untuk dua Masjid Suci memiliki tanah yang 

berdekatan dengan Masjidil Haram. Wakaf telah menyewakan tanah kepada Grup 

Binladin dengan kontrak konsesi Build-Operate-Transfer (BOT) selama 28 

tahun. Selain itu, penelitian oleh Fitrianto juga memberikan gambaran prospek 

sukuk sebagai instrument mitigasi bencana.
17

 

Berkaca dari penelitian terdahulu dan pengalaman negara lain yang 

menyebutkan bahwa wakaf dan sukuk mampu menjadi solusi, maka skema Cash 

Waqf Linked Sukuk (CWLS) sangat patut dipertimbangkan. Potensi wakaf uang 

di Indonesia yang mencapai Rp 180 triliun
18

 tentu harus dimaksimalkan. Dana 

wakaf yang tidak boleh berkurang nilainya tentu harus dikelola secara hati-hati. 

Munculnya instrument baru Cash Waqf linked Sukuk ini sangat memberikan 

angin segar terhadap pengelolaan wakaf.  

Beradasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya memberikan 

pembiayaan alternatif dalam proses mitigasi bencana. Dengan melakukan 

penelitian pemodelan alternatif pembiayaan pasca bencana penulis mengambil 

judul ‚Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Pembiayaan pemulihan Bencana Alam 

di Indonesia‛.      

                                                 
17

 Achmad Room Fitrianto, ‚Prospect of Sukuk in Financing Disaster Mitigation Development 

Program: An Initial Consepts of Infrastructure Approach in Providing Solution Toward Shrimp 

Farmer Affected by Porong Mud Volcano‛, Proceeding Conference AICIS XII (2018).  
18

 Umi Nur Fadhilah, ‚Potensi Wakaf uang Capai Rp 180 Triliun‛, 

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunai-

capai-rp-180-triliun; diakses pada 2 April 2019. 
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B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah dan batasannya sebagai berikut : 

1. Identifikasi Masalah 

a. Indonesia merupakan Negara yang rentan bencana alam. 

b. Dampak fisik dan ekonomi dari bencana alam di Indonesia yang relatif 

besar. 

c. Terbatasnya dana penanggulangan bencana alam di APBN. 

d. Partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih sebatas 

spontanitas dan derma. 

e. Belum adanya skema instrument pembiayaan pasca bencana dengan 

finansial Islam di Indonesia 

f. Potensi wakaf uang yang sangat besar di Indonesia namun belum 

dikelola dengan maksimal. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, maka dilakukan 

pembatasan masalah agar penelitian ini terarah dan terfokus. Penelitian ini 

lebih difokuskan pada peran dan prospek Cash Waqf Linked Sukuk sebagai 

salah satu instrument pembiayaan recovery pasca bencana alam di Indonesia. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penulis 

merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain :  
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1. Bagaimana pemodelan Cash Waqf Linked Sukuk sebagai pembiayaan 

pemulihan bencana alam di Indonesia? 

2. Bagaimana simulasi penerapan Cash Waqf Linked Sukuk sebagai 

pembiayaan pemulihan bencana alam Gempa Jogja dan Jawa Tengah? 

3. Bagaimana potensi dan prospek Cash Waqf Linked Sukuk sebagai 

pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia?  

D. Tujuan  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Terciptanya model Cash Waqf Linked Sukuk sebagai pembiayaan pemulihan 

bencana alam di Indonesia. 

2. Mengetahui dan menganalisis simulasi penerapan Cash Waqf Linked Sukuk 

sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia pada Gempa Jogja 

dan Jawa Tengah. 

3. Mengetahui dan menganalisis potensi dan prospek Cash Waqf Linked Sukuk 

sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoretis  

Menambah wawasan dan menyempurnakan pengetahuan keilmuan bagi 

peneliti mengenai ekonomi pembangunan, ekonomi fiskal, dan filantropi 

Islam, khusunya manfaat dan peran wakaf dan sukuk sebagai salah satu 

instrument pembiayaan dalam Islam, terutama untuk pola pembiayaan 

recovery bencana alam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
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referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang relevan 

dengan materi ini serta menambah khasanah kepustakaan, khususnya di 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

2. Secara Praktis 

a. Pada tataran praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan suatu 

masukan atau wawasan serta evaluasi secara mendalam mengenai peran 

CWLS terhadap pembiayaan recovery pasca bencana alam. Besar 

kecilnya peran yang diberikan dapat menjadi evaluasi untuk peningkatan 

kontribusi yang lebih tinggi. 

b. Diharapkan model dan skema yang telah diteliti dapat menjadi alternatif 

skema pembiaayaan pasca bencana oleh pihak yang terkait seperti: 

Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BWI, LKS PWU, maupun 

BNPB. 

F. Kajian Teoretis 

1. Cash Waqf Linked Sukuk, merupakan surat utang syariah atau sukuk yang 

berbasis wakaf uang. Dana wakaf yang terkumpul dari instrumen ini dapat 

diinvestasikan pada instrumen investasi yang aman dan bebas risiko default, 

yaitu sukuk negara. Sehingga dapat membantu pembiayaan fiskal dalam 

konteks proyek sosial, khususnya di bidang edukasi, kesehatan, dan 

pembangunan.  

Skema Cash Waqf Linked Sukuk yaitu BWI selaku pengelola dana wakaf 

menginvestasikan dana wakaf dalam Sukuk Negara. Selanjutnya, return dari 

imbal hasil SUkuk Negara tersebut disalurkan oleh BWI melalui mitra naz{ir. 
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Penyalurannya adalah untuk pembiayaan kegiatan sosial dan untuk 

pembiayaan pembangunan proyek sarana dan prasarana sosial yang akan 

menjadi asset wakaf. Pada saat jatuh tempo Sukuk Negara, dana tunai 

pelunasan dikembalikan oleh BWI kepada para wakif (pewakaf) 100%. 

2. Pembiayaan pemulihan Bencana Alam, pembiayaan untuk pembangunan 

kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca 

bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan 

sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial 

dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta 

masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah 

pasca bencana. Kegiatan rancang bangun dalam proses rekonstruksi yang 

diselenggarakan oleh institusi terkait dilakukan melalui koordinasi dengan 

kepala BNPB untuk tingkat pusat dan kepala BPBD untuk tingkat daerah. 

Tim Teknis yang dibentuk untuk mendukung proses rekonstruksi di bawah 

BNPB dan/atau BPBD dapat memiliki peran untuk melakukan 

verifikasi/audit teknis dari proses rancang bangun.  Untuk merencanakan 

proses rekonstruksi, perlu dipertimbangkan pembiayaan penyelenggaraan 

rekonstruksi pascabencana. Pemerintah menggunakan dana penanggulangan 

bencana yang berasal dari APBN. Pemerintah daerah menggunakan dana 

penanggulangan bencana yang berasal dari APBD. Apabila dana yang berasal 

dari APBD tidak memadai, pembiayaan penyelenggaraan rekonstruksi pasca 
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bencana dapat menggunakan dana bantuan sosial berpola hibah yang 

disediakan oleh APBN.
19 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Sun et.al yang berjudul ‚Designing Catastrophic Bonds 

for Catastrophic Risks in Agriculture: Macro Hedging Long and Short Rains in 

Kenya‛ menguraikan formula penilaian catastrophic bonds sebagai penawar 

risiko saat kekeringan di Kenya.  Model penilaian dirancang berdasarkan pada 

model tertutup dari CAT Bond Pricing (2010) dari Jarrow. Ia menguraikan 

struktur model, beberapa tahapan dengan pemicu curah hujan, dan 

mensimulasikan model menggunakan metode Monte Carlo.
20

  

Penelitian oleh Düzbakar menunjukkan bahwa di Turki, banyak 

perempuan menjadi pendiri lembaga wakaf. Salah satunya adalah wakaf 

pendirian rumah sakit. Penelitian ini menggunakan studi kualitatid eksploratif.
21

 

Kemudian penelitian oleh Habib dengan judul ‚Role of Zakah and Awqaf 

in Poverty Alleviation‛ yang mempelajari peran zakat dan wakaf dalam 

mengurangi kemiskinan di komunitas Muslim. Studi ini membahas mempelajari 

pengaturan kelembagaan dan mekanisme penggunaan zakat dan wakaf untuk 

pengentasan kemiskinan,  membahas bagaimana lembaga-lembaga ini dapat 

diimplementasikan dengan sukses untuk mencapai hasil di masa depan 

menggunakan argumen teoritis dan dukungan empiris.
22

 

                                                 
19

 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pasca Bencana  

20
 Lin Sun, et,al, "Designing Catastrophic Bonds for Catastrophic Risks in Agriculture: Macro 

Hedging Long and Short Rains in Kenya", Agricultural Finance Review, Vol. 75, No. 1 (2015), 

47-62. 

21
 Ömer Düzbakar, ‚Charitable Women And Their Pious Foundations In The Ottoman Empire: 

The Hospital of The Senior Mother, Nurbanu Valide Sultan‛, JISHIM, Vol. 5, No. 1 (2006). 

22
 Habib Ahmed, ‚Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation‛, Occasional Paper Islamic 

Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IDB), No.8 (2004). 
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Selanjutnya penelitian ‚Role of Waqf in Enhancing Muslim Small and 

Medium Enterprises (SMEs) in Singapore‛ oleh Shabana yang mengembangkan 

model berbasis wakaf untuk aplikasi bagi usaha kecil menengah (UKM)  Muslim 

di Singapura, yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan komunitas Muslim 

pada khususnya. Pada awalnya, penelitian ini menunjukkan bagaimana Lembaga 

Keuangan Islam di Singapura saat ini kekurangan atribut sosialnya. Penelitian ini 

kemudian menguraikan bagaimana model berbasis wakaf yang diusulkan mampu 

mengatasi kesenjangan sosial ini. Penelitian ini menghasilkan model  waqf-based 

co-operative yang didirikan berdasarkan modal sosial dan cita-cita agama, 

diharapkan menjadi alat yang berharga dalam hal mempromosikan aliran 

informasi yang lebih besar antara pemberi pinjaman dan peminjam. Waqf-based 

co-operative ini juga akan memerangi diskriminasi ekonomi yang tidak 

menguntungkan, mengurangi kemiskinan yang saat ini menjadi endemik di 

bagian utama masyarakat Singapura, sementara secara bersamaan memberi 

manfaat bagi negara secara keseluruhan dengan memberikan pertahanan yang 

kuat dan adil terhadap ketidakstabilan dan pergolakan di pasar kredit. 
23

 

Tesis Karim yang berjudul Contemporary Shari’ah Structuring for The 

Development and Management of Waqf Assets in Singapore mengidentifikasi 

faktor-faktor yang diperlukan untuk penataan aset wakaf kontemporer di 

Singapura. Faktor dan kesenjangan yang telah diidentifikasi termasuk hukum, 

keuangan, struktur manajemen, persepsi pemangku kepentingan dan masalah 

syariah dalam mengelola aset wakaf yang membentuk kelompok aset terbesar 

yang dikelola oleh Majlis Ulama Islam Singapura (MUIS). Penelitian ini 

menggunakan wawancara semi-terstruktur dari berbagai pemangku kepentingan 

dan pendapat ahli terkait wakaf. Selain itu, sumber-sumber sekunder dari analisis 

studi kasus Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) memberikan wawasan 

penting dan berguna dalam memahami pengelolaan wakaf di Singapura. Studi ini 

                                                 
23

 Shabana Hasan, ‚Role of Waqf in Enhancing Muslim Small and Medium Enterprises (SMEs) in 

Singapore‛, A paper was presented at The 8th International Conference on Islamic Economics 
And Finance (ICIEF) held by Islamic Research and Training Institute- Islamic Development 
Bank (IRTI-IDB) and Qatar Foundation. Doha – Qatar. 18-20 December 2011 
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mengungkapkan beberapa temuan menarik seperti sikap terhadap dan persepsi 

kegiatan kepatuhan non-syari'ah yang dilakukan dalam manajemen wakaf, 

kemungkinan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

aset wakaf dan interpretasi syariah polar investasi dan pembiayaan aset wakaf.
24

 

Pada tahun 2016 penelitian ‚Waqf and Sukuk: Addressing The 

Humanitarian Funding Gap‛  oleh Kasri dan Saeran membuktikan membuktikan 

kelayakan sukuk wakaf untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan pendanaan 

kemanusiaan yang akan melayani bantuan makanan, persediaan air, tempat 

tinggal, perawatan kesehatan, pendidikan dan perlindungan.
25

 

Penelitian lain adalah dari Fitrianto yang berjudul ‚Prospect of Sukuk in 

Financing Disaster Mitigation Development Program: An Initial Consepts of 

Infrastructure Approach in Providing Solution Toward Shrimp Farmer Affected 

by Porong Mud Volcano‛ yang mencoba untuk memberikan pembiayaan 

alternatif dalam proses mitigasi bencana lumpur di Porong Sidoarjo dengan 

instrument pembiayaan Sukuk.
26

 

Terakhir adalah penelitian Tara dan M. Baiquni tentang ‚Strategi 

Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempabumi 30 September 2009 

Di Kota Padang (Kasus Masyarakat, Kelurahan Kampung Pondok dan Kelurahan 

Purus, Kecamatan Padang Barat)‛, yang berupauya mengetahui perubahan 

penghidupan masyarakat pasca gempabumi, mengetahui dampak dan usaha 

pemulihan yang terjadi pada asset, akses, dan aktivitas masyarakat paca bencana 

alam gempabumi, dan mengetahui strategi penghidupan masyarakat nelayan dan 

pedagang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.27 

                                                 
24

 Shamsiah Abdul-Karim, ‚Contemporary Shari’ah Structuring for The Development and 

Management of Waqf Assets in Singapore‛ (Tesis--Durham University, 2010). Diakses dari: 

http://etheses.dur.ac.uk /778/ 

25
 N. Suhaida Kasri, N. S. N. Nor Saeran, ‚Waqf and Sukuk: Addressing The Humanitarian 

Funding Gap‛, http://giem.kantakji.com/article/ details/ID/918; diakses pada 20 Maret 2019. 

26
 Achmad Room Fitrianto, ‚Prospect of Sukuk in Financing Disaster Mitigation Development 

Program: An Initial Consepts of Infrastructure Approach in Providing Solution Toward Shrimp 

Farmer Affected by Porong Mud Volcano‛, Proceeding Conference AICIS XII (2018). 

27
 Aisyah Maya Tara, M. Baiquni, ‚Strategi Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana Alam 

Gempa Bumi 30 September 2009 di Kota Padang (Kasus Masyarakat, Kelurahan Kampung 

Pondok dan Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat)‛, JIIB, (2016). 



17 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

Berbeda dari penelitian di atas, penulis yang mengangkat penelitian 

berjudul ‚Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Pembiayaan pemulihan Bencana 

Alam di Indonesia‛ berfokus pada pembangunan model dan prospek Cash Waqf 

Linked Sukuk sebagai alternatif pembiayaan recovery pasca bencana alam di 

Indonesia.  

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

 Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif 

yaitu penelitian yang memberikan deskripsi tentang situasi yang kompleks.
28

 

Penelitian ini juga menggunakan studi kasus (case study) yang merupakan 

bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu 

secara mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber 

informasi.
29

 Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis mengumpulkan 

informasi melalui studi literatur, wawancara, dan kajian terhadap kasus 

bencana yang kemudian dianalisis dan diolah menjadi satu model berupa 

skema atau diagram alur yang menunjukkan Cash Waqf Linked Sukuk sebagai 

pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia. 

2. Data yang Dikumpulkan  

Data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  untuk  menjawab  rumusan 

masalah adalah: 

a. Data primer yang dikumpulkan adalah hasil wawancara mengenai Cash 

Waqf Linked Sukuk sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di 

                                                 
28

 Luluk Fikri Zuhriyah, Metode Penelitian Kualitatif (Surabaya: Revka Putra Media, 2012), 28. 
29

 Raco, Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta: 

Grasindo, 2007), 49. 
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Indonesia kepada BWI, Bank Indonesia, BNPB, dan Bank BNI Syariah 

sebagai salah satu LKS PWU produk CWLS. 

b. Data sekunder berupa nilai CWLS, nilai kerugian dan kerusakan akibat 

bencana Gempa Jogja dan Jawa Tengah, serta kajian kepustakaan lainnya.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang   digunakan   penulis   dalam   mengumpulkan   data 

diantaranya adalah: 

a. Teknik interview/wawancara, yaitu pewancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
30

  

b. Teknik dokumentasi berarti mengumpulkan dokumen–dokumen yang 

dibutuhkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.  

4. Teknik Analisis Data 

Teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis data 

yang pertama adalah teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan 

semua data, kemudian memilih, memilah, dan mengelompokkan data yang 

dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian setelah 

data terkumpul, menggunakan teknik penyajian data, yaitu menyajikan data 

yang telah terpilih baik berupa teks. Dan yang terakhir adalah teknik 

penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil analisis dari penelitian. 

Untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh selama peneltian, peneliti 

                                                 
30

 Lexy.  J  Moleong,   Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  cet.   26  (Bandung:   PT.   Remaja 

Rosdakarya, 2009), 186. 
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menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan  keabsahan  data  

berupa pengumpulan data yang lebih dari satu sumber, yang menunjukkan 

informasi yang sama.
31

 

Tujuan analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian 

data, pengolahan dan menganalisis data yang terkumpul, hingga menarik 

kesimpulan ialah agar peneliti mendapat makna hubungan variabel-variabel 

sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian
32

. 

I. Sistematika Pembahasan 

Pada rangkaian penulisan penelitian ini menggunakan penulisan yang 

sistematis, guna untuk memudahkan penulisan dan pemahaman terhadap 

penelitian yang akan diteliti. Berikut uraian sistematika penelitian ini; 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memaparkan latar 

belakang masalah yang mendasari penelitian ini; identifikasi masalah dan batasan 

masalah yang berguna untuk membatasi permasalahan agar pembahasan terfokus; 

rumusan masalah yang diteliti; tujuan penelitian yang memuat maksud 

dilakukannya penelitian, dan mengacu pada masalah yang telah dibatasi dan/atau 

yang telah dirumuskan; kegunaan penelitian yang berisi penjelasan mengenai 

kontribusi penelitian; kerangka teoretik sebagai alat analisis; penelitian 

terdahulu; metode penelitian; serta sistematika pembahasan yang 

                                                 
31

 Suwardi Endraswara,   Metode Teori : Teknik Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi 
dan Aplikasi (Yogyakarta:   Pustaka Widyatama, 2006), 112. 

32
 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data. Kualitatif  (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2014), 8. 
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mengungkapkan alur pembahasan penelitian tesis, sehingga dapat diketahui 

logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dan bagian yang lain. 

Bab kedua, berisi landasan teori yang menjelaskan tentang konsep Wakaf, 

Sukuk,  Cash Waqf Linked Sukuk, serta pembiayaan recovery pasca bencana. Hal 

ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi. 

Bagian ketiga, berisikan data penelitian memuat deskripsi data yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif. Bab ini terbagi atas dua 

sub bab, sub bab pertama meliputi gambaran Cash Waqf Linked Sukuk secara 

umum. Sub bab kedua meliputi gambaran pembiayaan pemulihan bencana alam 

di Indonesia khususnya gambaran bencana gempa Jogja dan Jawa Tengah. 

Bagian keempat, berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama mengenai pemodelan 

Cash Waqf Linked Sukuk sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di 

Indonesia. Kedua, simulasi penerapan Cash Waqf Linked Sukuk sebagai 

pembiayaan pemulihan bencana alam pada Gempa Jogja–Jawa Tengah. Dan 

ketiga, menganalisa potensi dan prospek Cash Waqf Linked Sukuk sebagai 

pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia. 

Bagian kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari 

bahasan pokok-pokok yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Wakaf 

1. Wakaf Secara Umum 

Wakaf berasal dari kata وقف ‚waqafa‛ berarti ‚menahan‛ atau 

‚berhenti‛ atau ‚diam di tempat‛. Kata ‚waqafa yaqifu waqfan‛ sama 

artinya dengan ‚habasa yahbisu tahbisan‛ artinya mewakafkan.
1
 

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan 

semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan 

menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi 

siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.
2
 

 Menurut istilah shara’, Muhammad Jawad Mughniyah dalam 

bukunya al-Ahwalus as-Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah 

‚suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan 

mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat‛.3  

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat 

dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang 

berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh 

adalah sebagai berikut : 

                                                 
1
 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen 

Agama RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Kemenag, 2007), 1. 
2
  Munzir Qahf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), 45. 

3
 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia ( Jakarta: Ciputat Press, 2005), 9. 
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a. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda 

yang menurut hukum tetap milik si wakif (transliterasi Arab: ‚waqif‛) 

dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi 

wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap 

tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif 

masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan 

menarik kembali dan menjualnya. Jika si wakif meninggal maka harta 

wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari 

wakaf tersebut hanyalah ‚menyumbangkan manfaat‛.
4
 

b. Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang 

diwakafkan dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah 

wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas 

harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan 

manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal 

ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama 

masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad 

(sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa 

tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal 

(selamanya).
5
 

c. Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah 

melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah 

sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara 

                                                 
4
 M.Attoillah, Hukum Wakaf  (Bandung: Yrama Widya, 2014), 7. 

5
 Ibid, 7. 
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otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk 

diserahkan kepada naz{ir yang dibolehkan oleh syariah, dimana 

selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.
6
 

Jadi pengertian wakaf dalam syariat Islam jika dilihat dari perbuatan 

orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan 

hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan 

harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah 

atau dalam jalan kebaikan.  

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut: 

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1  

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : 

Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan 

yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.  

b. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP 

No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan 

hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 

                                                 
6
 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Waqaf…,.2-3. 
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tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum menurut syariah.  

Wakaf Islam menurut Islamic Develpoment Bank
7
,  adalah salah satu 

dana sosial Islam potensial yang tersedia di negara-negara muslim dan non-

muslim, khususnya Indonesia, untuk melayani kepentingan publik terutama 

untuk menyediakan infrastruktur publik seperti pusat bisnis, rumah sakit 

umum, bandara, dll. Ini sangat mungkin karena, tidak seperti dana sosial 

(amal) Islam lainnya, wakaf memiliki karakteristik unik di bawah ini: 

a. Wakaf (aset finansial atau fisik) didedikasikan untuk melayani seluruh 

masyarakat (muslim dan non muslim). 

b. Aset wakaf tidak dapat dijual, rusak, hilang dan hancur. 

c. Aset wakaf harus digunakan untuk item manfaat publik (ibadah, 

infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dsb.). 

d. Wakaf dapat menghasilkan laba atau setidaknya tidak menghadapi 

kerugian finansial / non finansial 

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang 

diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran 

syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 

UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi 

                                                 
7
 Islamic Development Bank, ‚Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision‛, 

Publikasi Bersama IsDB, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Bank Indonesia, 
http:///www.bi.go.id; diakses pada 10 Juni 2019 
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mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.  

Wakaf memiliki dua unsur utama, pertama unsur spiritual karena 

wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri wakif kepada 

Allah SWT. Kedua unsur material karena wakaf difahami sebagai usaha 

menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang 

dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan.  

2. Dasar Hukum Wakaf  

Dalam Al-Qur’an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit 

disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur’an 

dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum 

wakaf tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan 

sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, 

dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. 

Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Surat Ali-Imran ayat 92 

ْ  ْ  ْ ْ ْ ْ ْْ ْْْ ْ  ْْْ

 ْ8ْْْْ

‚Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan 

                                                 
8
 al-Qur’an, 3:92. 
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apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 

mengetahuinya.‛
9
 

2) Surat Al-Baqarah ayat 261 

 ْ  ْ ْ  ْْْ ْْْ  ْْ ْْ

 ْْ ْْْ  ْْْ  ْْ ْ ْ ْْ10ْ

‚Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 

seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia 

kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

mengetahui.‛
11

 

3) Surat Al-Baqarah ayat 267 

 ْ ْ  ْ ْْْ ْ  ْ  ْ  ْ ْْ

 ْْ ْ ْ  ْْ ْ   ْ  ْ ْ ْ ْ

ْْ    ْ ْْ ْْْ12ْ

‚Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji.‛
13

 

4) Surat Al-Hajj ayat 77 

 ْ ْ  ْ ْ   ْ  ْ ْ  ْ  ْ

   ْ  ْْْْ14ْ

‚Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu 

mendapat kemenangan.‛
15

 

                                                 
9
 Quran in word. 

10
 al-Qur’an, 2:26`1. 

11
 Quran in word. 

12
 al-Qur’an, 2:26`7 

13
 Quran in word. 

14
 al-Qur’an. 22:77. 
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Dalam ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah 

memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita 

cintai, dan Allah pasti akan membalas semua yang kita lakukan dengan 

berlipat-lipat. Maka nafkahkanlah sebagian dari rezki yang kita miliki 

dari baik-baik agar kita mendapat kemenangan, karena Allah Maha luas 

lagi Maha Mengetahui. 

b. Alhadits 

Adapun Hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu: 

نْسَان   مَاتَ  إِذَا تَ فَع   عِلْم   أَوْ  جَاريِةَ ، صَدَقَة   مِنْ  إِلَّ : ثَلََثةَ   مِنْ  إِلَّ  عَمَل ه   عَنْه   انْ قَطَعَ  الِْْ  بِهِ، ي  ن ْ
لَه   يَدْع و صَالِح   وَلَد   أَوْ   

 ‚Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. 

bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga 

(perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya 

atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim) 

 

Dalam hadits di atas menerangkan bahwa bila manusia 

meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang 

salah satunya yaitu shadaqah jariyah (wakaf). Dengan menahan pokok 

dan mensedakahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki 

menjadikan harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain 

dan yang memberikan harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya 

samapai diakhirat kelak, selama harta tersebut digunakan sebagaimana 

mestinya.  

Bertitik tolak dari beberapa ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi yang 

menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Sedikit 

                                                                                                                                      
15

 Quran in Word. 



28 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

sekali memang ayat al-Qur’an dan as-Sunnah yang menyinggung tentang 

wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan 

berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Qur’an dan 

Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. 

Sejak masa khulafaur rashidin sampai sekarang, dalam membahas dan 

mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu 

sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil  

ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti 

qiyas dan lain-lain.
16

 

Sedangkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah nasional 

telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam 

perwakafan diataranya: 

a. Undang- Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

b. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang 

Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
17

 

2. Rukun dan Syarat Wakaf  

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam 

wakaf:  

a. Rukun Wakaf  

                                                 
16

 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan 
Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 

2007), 20. 
17

 Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf ( Jakarta: Grasindo, 2007), 57-58 



29 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian 

dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun 

diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang 

menjadi tempat bertumpu.
18

 

Wakaf mempunyai rukun, yaitu:
19

  

1) Wakif (orang yang memberikan wakaf).  

2) Mawquf bih (barang atau benda yang diwakafkan).  

3) Mawquf’alayh (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)  

4) Sighat (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu ehendak untuk 

mewakafkan sebagian harta benda)  

b. Syarat Wakaf  

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-

masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya 

pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :  

1) Wakif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat wakif adalah 

merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah 

pengampuan. Karena wakif adalah pemilik sempurna harta yang  

diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah 

milik sempurna wakif tersebut.
20

 

                                                 
18

 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Fiqh Kontemporer  (Bandung: Grafika, 2004), 87 
19

 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif  (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 21. 
20

 Ibid.,  21-26 
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2) Mawquf bih (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam 

perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa 

syarat sebagai berikut: 

a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah 

dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah 

dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi 

bagaimanapun  

b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin 

ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan 

menimbulkan persengketaan.  

c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif.  

d) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, 

atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.  

3) Mawquf’alayh (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam 

batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada 

dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia 

pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif 

perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu 

untuk menolong keluarganya sendiri, keluarga, atau untuk fakir miskin, 

dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya 

untuk kebaikan. 

4) Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan 

tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. 
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Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk 

menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi 

orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. 

Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar 

dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari 

persengketaan di kemudian hari.  

Secara garis besar, syarat sahnya shighat ijab, baik lisan maupun tuisan 

adalah:  

a) Shighat harus munjaza (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah 

sighat tersebut menunjukan terjadi dan terlaksananya wakaf 

seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.  

b) Sighat tidak diikuti syatar batil (palsu). Maksudnya ialah syarat 

yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan 

hukumnya, yakni kelaziman dan keabadiaan.  

c) Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain 

bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah 

yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti 

bertentangan dengan syariat oleh karena itu hukumnya tidak sah. 

d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali 

wakaf yang sudah dilakukan.  

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan 

sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran naz{ir sebagai pihak yang diberi 

kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para 
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mujtahid tidak menjadikan naz{ir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para 

ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk naz{ir wakaf, baik yang bersifat 

perseorangan maupun kelembagaan.
21

 Pengangkatan nazi{r wakaf ini 

bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf 

tidak sia-sia. Nazi{r sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan 

mengurusi wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam 

perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan naz{ir dalam perwakafan, 

sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada naz{ir itu sendiri. 

Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, naz{ir harus 

memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat 

memberdayakan sebagaimana mestinya. 

3. Macam-Macam Wakaf di Indonesia  

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan 

waktunya, dan penggunaan barangnya:
22

  

a. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:  

1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (h{airi); yaitu apabila tujuan 

wakafnya untuk umum  

2) Wakaf keluarga (d{urri); yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat 

kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, 

tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau 

muda.  

                                                 
21

 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan 
Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif …., h. 41 
22

 Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf...,, 161-162 
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3) Wakaf gabungan (mushtarak) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk 

umum dan keluarga secara bersama-sama.  

b. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua 

macam: 

1)  Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, 

seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak 

yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, 

dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, 

sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti 

kerusakannya.  

2) Wakaf temporer (sementara); yaitu apabila barang yang diwakafkan 

berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi 

syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga 

bisa  dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu 

ketika mewakafkan barangnya.  

 

 

c. Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam:  

1) Wakaf langsung: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk 

mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan 

belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain 

sebagainya.  
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2) Wakaf produktif: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk 

kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.  

4. Konsep Wakaf Uang 

Wakaf uang (cash waqf/ waqf al–nuqut) adalah wakaf yang dilakukan 

oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk 

wakaf tunai. Wakaf uang merupakan bagian dari wakaf produktif, yakni 

skema pengelolaan donasi wakaf dari umat  dengan memproduktifkan donasi 

tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. 

Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan 

logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. 

Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan 

membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.
23

 Untuk mengelola wakaf secara 

produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:
24

 

a. Asas keabadian manfaat 

b. Asas pertanggungjawaban 

c. Asas profesionalitas manajemen 

d. Asas keadilan sosial 

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi 

yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak 

lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat 

memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. 

                                                 
23

 Agustiano, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat (Jakarta: Niriah, 2008), 77 
24

 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma 
Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 117. 
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Dari Wahbah az-Zuhaily, dalam kitab al-Fiqh Islamy wa Adilatuha, 

menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang 

yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan mengandung banyak 

manfaat untuk kemaslahatan umat.
25

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang 

wakaf uang tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut:
26

 

a. Wakaf uang (cash waqf / waqf al–nuqut) adalah wakaf yang 

dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum 

yang berbentuk wakaf tunai.  

b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga.  

c. Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh)  

d. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal–hal 

yang dibolehkan secara syar’i  

e. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak 

boleh dijual, dihibah kan atau diwariskan.  

Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah 

mengesahkan Undang –Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang 

didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang. 

Instrumen wakaf di Indonesia mengalami dinamisasi pasca 

berlakunya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf (Darwanto, 

2012: 6). Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, instrumen wakaf 

                                                 
25

 Diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, 70 
26

 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002. 
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hanya bersifat konsumtif dan barang yang diberikan hanya sebatas barang 

tidak bergerak seperti tanah. Namun setelah Undang-undang tentang wakaf 

dicetuskan, instrumen wakaf mengalami perkembangan karena di 

dalamnyaterkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan 

potensi wakaf yang lebih modern. 

Sebagaimana pasal 16 dalam Undang-undang tersebut menjelaskan 

bahwa obyek wakaf dapat berupa benda tidak bergerak seperti uang, logam 

mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektualitas, hak 

sewa dan lain sebagainya.
27

 Oleh sebab itu, aplikasi distribusi wakaf tidak 

hanya bersifat konsumtif saja namun juga dapat disalurkan secara produktif. 

Keberadaan Undang-undang tersebut membawa peluang besar terkait wakaf 

sebagai instrumen yang mampu menjadi solusi dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Penyaluran wakaf secara produktif lebih mudah dilakukan dengan 

instrumen wakaf uang tunai. Wakaf uang tunai merupakan instrumen yang 

paling potensial untuk memberdayakan masyarakat, sehingga produktifitas 

negara dapat meningkat secara signifikan. Karena memang sifat dari uang 

tunai itu sendiri sangat fleksible dan mudah digunakan untuk permodalan 

usaha. Sebagaiman Syam
28

 mengatakan bahwa kedudukan uang akan 

menjadi produktif jika disalurkan untuk wakaf, karena mampu dijadikan 

                                                 
27

 Hermawan, Wawan,  Politik Keuangan tentang Zakat dan Wakaf di Indonesia (Semarang: IAIN 

Walisongo, 2009), 27. 
28

 Syam, Taufik Rahayu, Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam (tk: tp, 

2011), 6. 
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sebagai modal usaha yang akan menghasilkan keuntungan. Instrumen wakaf 

uang tunai berimplikasi positif bagi perekonomian negara.  

Karena instrumen wakaf uang mampu memberdayakan masyarakat 

dan memiliki multiplier effect. Mekanisme wakaf uang menjelaskan bahwa 

pada awalnya wakif (orang yang berwakaf) menyerahkan uang wakaf kepada 

naz{ir (pengelola wakaf). Kemudian naz{ir memberikan sebagian uang wakaf 

tersebut kepada mawquf’alayh (orang yang diberi wakaf) untuk 

diinvestasikan. Hasil dari investasi tersebut dapat dibedakan ke dalam dua 

sektor yaitu untuk meningkatkan kapasitas produksi dan peningkatan 

kapasitas konsumsi. Peningkatan kapasitas produksi dapat meningkatkan 

volume produksi barang dan jasa sebuah perekonomian maupun peningkatan 

akses pemodalan masyarakat.  Sementara hasil investasi wakaf uang yang 

bersifat konsumtif biasanya diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana 

kegiatan umum yang bisa diakses oleh khalayak banyak. 

Dalam kerangka sosio-ekonomi Islam, wakaf uang adalah sumber 

dana sosial yang dapat mengakumulasi dan mendistribusikan kembali uang. 

Ada perbedaan antara manajemen yayasan, amal atau dana sumbangan di 

Barat seperti Ford, British Trust, Rockefeller, Carnegie dan manajemen 

wakaf uang. Wakaf uang memiliki prinsip keabadian yang membuatnya 

berbeda dari dana abadi barat atau dana amal. Prinsip keabadian berarti 
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bahwa prinsip wakaf harus dilestarikan dan manfaat portofolio wakaf harus 

tersedia untuk tujuan keagamaan, filantropis dan benar.
29

 

Dalam praktik kontemporer saat ini, praktik wakaf uang masih 

melekat dengan manajemen aset wakaf modern yang dihasilkan untuk 

berbagai keperluan investasi seperti real estate, pembangunan sekolah, dan 

rumah sakit. Manajemen aset wakaf dapat diilustrasikan seperti pada gambar 

2.1 di mana aset wakaf berasal ketika seorang wakif mentransfer asetnya 

yang menjadi miliknya kepada manajer wakaf (naz{ir) disertai dengan 

pedoman khusus untuk mengelola aset tersebut. 

Gambar 2.1 

Skema Pengelolaan Wakaf Uang
30

 

 

Dari sudut pandang syariah, niat (niyyah) dari kontrak wakaf harus 

dinyatakan untuk tujuan amal (tabarru'at) alih-alih tujuan komersial (tijari). 

                                                 
29

 Dian Masyita, ‚Developing a Computer Simulation Based Approach to Simulate Potency of 

Islamic Voluntary Sector to Alleviate the Poverty in Indonesia Using System Dynamics 

Methodology‛, makalah ini dipresentasikan di the First International Conference on Inclusive 
Islamic Financial Sector Development; Enhancing Islamic Financial Services for Micro and 
Medium Sized Enterprises (MMEs), Brunei Darussalam, 2007. 
30

 Rifki Ismal, et.al, ‚Awqaf Linked Sukuk To Support The Economic Development‛, Bank 
Indonesia Occasional Paper, 2015. 
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Setiap kelebihan ekonomi yang dihasilkan dari aset wakaf semata-mata 

dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat
31

. Naz{ir secara teknis harus 

dapat mempertahankan nilai aset yang diamanatkan kepada mereka dari 

wakaf dengan kepercayaan yang baik dan mengelola aset wakaf untuk 

menghasilkan keuntungan ekonomi dari aset wakaf. Dengan demikian, 

sebagai implikasinya, wakaf tidak berhak atas pengembalian dari 

keuntungan yang dihasilkan oleh naz{ir dari manajemen aset wakaf dan naz{ir 

hanya berhak atas persentase tertentu dari biaya manajemen.  

Jika aset wakf menghasilkan pendapatan, surplus pendapatan tersebut 

akan didistribusikan ke 3 penerima atau tujuan utama (mawquf’alayh). 

Mereka adalah naz{ir, pembayaran untuk biaya pemeliharaan aset, dan 

masyarakat yang membutuhkan sebagai penerima utama. Naz{ir mungkin 

ingin menentukan ketentuan manfaat yang akan dialokasikan untuk yang 

membutuhkan. Mungkin dalam bentuk uang tunai atau program untuk 

membantu mereka tergantung pada apa yang paling dibutuhkan. 

B. Sukuk 

Sukuk (\صكوك \) adalah akar kata dari bahasa Arab sakk, jamaknya suku>k 

atau saka>ik, yang berarti memukul atau membentur, dan bisa bermakna sakkan 

nuku>d (pencetakan atau penempahan uang). Istilah sakk bermula dari tindakan 

membubuhkan cap tangan oleh seseorang atas suatu dokumen yang mewakili 

                                                 
31

 Penghasilan pendapatan dari aset wakaf juga dibebaskan dari pendapatan hutang pajak karena 

manfaat finansial akan didaur ulang untuk kepentingan publik. Ini mirip dengan perlakuan 

terhadap keuntungan yang dihasilkan dari yayasan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 

publik. 
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suatu kontrak pembentukan hak, obligasi, dan uang. Dalam konsep modern 

disebutkan sebagai pengamanan pembiayaan yang memberikan hak atas 

kekayaan dan tanggungan serta bentuk-bentuk hak milik lainnya.
32

 Istilah sukuk 

telah dikenal sejak abad pertengahan yang dipergunakan oleh para pedagang pada 

masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul 

dari usaha pedagang dan aktivitas komersial lainnya. 

Secara umum, obligasi konvensional atau bond merupakan surat utang 

dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk 

mendapatkan dana segar. Para investor akan mendapatkan return dalam bentuk 

tingkat suku bunga tertentu, yang sangat bervariasi, tergantung kekuatan bisnis 

bonafiditas. Dalam pasar uang yang sudah berkembang dengan baik, bentuk dan 

jenis obligasi bisa mencapai belasan bahkan puluhan termasuk di antaranya ada 

yang bisa dikonversikan dengan saham perusahaan penerbit (convertible 

bonds).
33

  

Berbeda dengan konsep umum obligasi di atas, obligasi syariah bukan 

merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan pernyataan dana yang 

didasarkan pada prinsip bagi hasil. Landasan transaksinya bukan akad utang 

piutang melainkan penyertaan.
34

 Obligasi sejenis ini lazim dinamakan muqa>rad}ah 

bond. Muqa>rad}ah merupakan nama lain dari mud}a>rabah, ahli Irak sering 

menggunakan istilah mud}a>rabah, sementara ulama Hijaz menggunakan istilah 

                                                 
32

 Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk; Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 92. 
33

 Fadlan, ‚Obligasi Syariah; Antara Konsep dan Implementasinya‛, Iqtishadia, Vol. 1, No. 2 

(Desember, 2014), 165.  
34

 Ibid.  
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muqa>rad}ah atau qirad} yang berarti qat{’ (potongan), diartikan demikian karena 

pemilik modal memotong sebagian hartanya dan memberinya potongan dari 

keuntungan hasil usaha tersebut. 
35

  

Secara teoritis, sukuk memiliki dua perbedaan mendasar dengan obligasi 

konvensional. Pertama, dari sisi akad, dan kedua, dari sisi konektivitas dengan 

sektor riil. Secara akad, transaksi yang mendasari penerbitan sukuk sangat 

beragam, bergantung pada pola transaksi apa yang digunakan. Di antara akad-

akad sukuk tersebut ada yang berbasis bagi hasil, seperti Mud}a>rabah dan 

Musha>rakah, berbasis jual beli seperti mura<bah}ah, salam, istis}na, dan berbasis 

sewa seperti ija>rah. Berbeda dengan obligasi konvensional yang hanya berbasis 

pada bunga.
36

  

Sukuk atau obigasi syariah didefinisikan sebagai surat berharga jangka 

panjang berdasarkan prinsip syariah, yang dikeluarkan emiten kepada pemegang 

obligasi syariah (sukuk) yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan 

kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar 

kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
37

  

Berdasarkan definisi tersebut, sukuk diartikan sebagai sertifikat/ efek 

yang mewakili bagian kepemilikan sepenuhnya terhadap asset yang tangible 

dengan nilai yang sama, manfaat dan jasa, kepemilikn asset atas suatu proyek, 

atau kepemilikan dalam aktivitas bisnis atau investasi khusus. Berdasarkan 

                                                 
35

 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Suriah: Dar al-Fikr, 1997), 3923. 
36

 Irfan Syauqi Beik, ‚Memperkuat Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia‛, 

Jurnal Ekonomi Islam al-Infaq, Vol. 2, No. 2 (September, 2011), 66. 
37

 Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi 

Syariah (sukuk). 
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Peraturan Nomor IX.A.13 tahun 2009 mengenai penerbitan efek syariah, sukuk 

adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama 

dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi 

(shuyu’/undivided share)) atas:
38

 

a. Aset berwujud tertentu (a’yan mawju>dat),  

b. Nilai manfaat atas aset berwujud (mana>fi’ul a’yan) tertentu baik yang 

sudah ada maupun yang akan ada,  

c. Jasa (al-khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada;  

d. Aset proyek tertentu (mawju>dat mashru’ mu’ayyan); dan/atau,  

e. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nashat{ ististmarin khas{ah).  

Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (mud}a>rib) kepada 

pemegang obligasi syariah (s}a>hib al-ma>l) harus bersih dari unsur non-halal dan 

sesuai dengan akad yang digunakan. Adapun akad yang dapat digunakan dalam 

obligasi syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), antara 

lain: mud}a>rabah, musha>rakah, mura>bahah, salam, istis}na’, ija>rah.39 

Pengembangan Sukuk di Indonesia dimulai dengan penerbitan Sukuk 

Mudaraba Indosat sebesar Rp200 miliar pada tahun 2002. Pada tahun 2008 

Pemerintah mengeluarkan Sukuk Negara Syariah (Surat Berharga Syariah 

Negara -SBSN) keberadaan Sukuk dibutuhkan oleh pemerintah dan lembaga 

bisnis. Untuk lembaga bisnis Sukuk dapat digunakan sebagai penyeimbang 

neraca. Ada dua fungsi yang menguntungkan pemerintah dalam mempraktikkan 

Sukuk untuk mendukung anggaran pemerintah. Pertama Sukuk dapat 

                                                 
38

 Angrum Pratiwi, et.al, ‚Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur‛, Al-Tijary 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2 (2017), 155-176. 
39

 Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi 

Syariah (sukuk). 
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memperluas basis sumber pembiayaan APBN; manfaat memperluas dapat 

dipahami sebagai pengayaan instrumen pembiayaan fiskal dan memperluas dan 

mendiversifikasi memperluas dan mendiversifikasi basis investor sertifikat 

Obligasi Negara. Kedua, Sukuk dapat mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan pasar keuangan Islam di negara ini; dorongan yang ditujukan 

adalah mengembangkan instrumen investasi alternatif dan membandingkan pasar 

keuangan syariah. 

Sukuk di Indonesia terbagi menjadi dua, dari sisi penerbitnya. yakni 

pertama Sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Sukuk Negara atau 

acapkali dosebut Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam hal ini yang 

menjadi underlying asset yakni aset pemerintah yang bernilai ekonomis berupa 

tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan bangungan.
40

 Kedua adalah 

Sukuk korporasi yang di keluarkan oleh perusahaan sebagai Emiten, dalam hal ini 

yang underlying asset dari Sukuk korporasi ini adalah aset dari perusahaan atau 

anak perusahaan yang dimiliki. Sukuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Indonesia dipayungi Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No.19 

tahun 2008, sedangkan Sukuk Korporasi lebih dahulu telah ada dasar hukumnya, 

ini didasarkan kepada Undang-undang pasar modal No.8 tahun 1995 dan Fatwa 

DSN Nomor:32/DSN-MUI/IX/2002. Ini menjadi dasar peraturan mengenai 

Sukuk korporasi. Pada saat itu lahir produk Sukuk pertama di Indonesai yang di 

keluarkan oleh PT. Indosat Tbk berubah Sukuk Ijarah. Semenjak itu Sukuk yang 

berbasis Sukuk korporasi terus berkembang hingga sekarang. 

                                                 
40

 Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Surat Berharga Syariah Negara. 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, LN 70, TLN 4852. 
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Sukuk Negara – Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

Surat Beharga Syariah Negara (SBSN) merupakan produk Kementerian 

Keuangan atau dapat disebut Sukuk Negara yang dulunya lebih dikneal dengan 

obligasi syariah. Namun istilah obligasi syariah dirasa kurang cocok karena 

kedua suku kata tersebut (obligasi dan syariah) memiliki arti yang bertentangan 

sehingga diganti dengan istilah sukuk. Landasan diperbolehkannya Sukuk 

mengacu pada Q.S. al-Baqarah ayat 279. 

 ْ ْ  ْْ ْْْ  ْْ ْ ْ  ْْ   ْْ

  ْ ْ  ْْْ41ْ

‚Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika 

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; 

kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.‛
42

 

 

Tabel 2.1 

 Perbedaan Obligasi dan Sukuk 

Uraian Obligasi Sukuk 

Karakteristik Surat pengakuan utang Surat kepemilikan atas 

suatu asset 

Keuntungan/ 

pendapatan 

Bunga/ kupon dan capital 
gain 

Imbalan, bagi hasil, dan 

margin 

Obyek investasi/ 

usaha 

Halal dan haram Halal 

Falsafah Terdapat unsur bung, 

spekulasi, dan 

ketidakjelasan 

Melarang bunga, 

spekulasi, dan 

ketidakjelasan 

Pengawasan OJK OJK dan DPS 

Ketentuan 

perdagangan 

Tradeable Tradeable kecuali seri 

khusus 

Sukuk Negara memiliki empat jenis instrument, yaitu: 

a. Islamic Fixed Rate (IFR) 

                                                 
41

 al-Qur’an, 2:279.  
42

 Quran in Word. 
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b. Surat Perbendaharaan Negara – Syariah (SPN-S) 

c. Sukuk Negara Indonesia (SNI) 

d. Sukuk Negara Ritel (SR) 

e. Project Based Sukuk (PBS) 

Dalam SBSN sendiri, terdapat beberapa struktur akad yang 

mendasarinya, yaitu Ijarah Sale and Lease Back, Ijarah Asset to be Leased, Ijarah 

al Khadamat, dan Wakalah.  

Tabel 2.2  

Struktur Sukuk Negara 
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C. Pemulihan Bencana Alam 

Menurut Undang-undang no. 24 Tahun 2007 pemulihan adalah 

serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan 

hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, 

prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
43

 

Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka 

langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.  

Rehabilitasi adalah pebaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan 

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca 

bencana dengan sarana utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar 

semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca 

bencana.  Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan (a) perbaikan lingkungan 

daerah bencana; (b) perbaikan prasarana dan sarana umum; (c) pemberian 

bantuan perbaikan rumah masyarakat; (d) pemulihan sosial psikologis; (e) 

pelayanan kesehatan; (f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (g) pemulihan sosial 

ekonomi budaya; (h) pemulihan keamanan dan ketertiban; (i) pemulihan fungsi 

pemerintahan; dan (j) pemulihan fungsi pelayanan publik.
44

 

Kegiatan rehabilitasi harus memperhatikan pengaturan mengenai standar 

konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi Perbaikan 

prasarana dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana 

umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, 

                                                 
43

 UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
44

 UU No. 24 Tahun 2007 
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dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Pada penelitian ini, pemulihan dibatasi 

pada perbaikan sarana dan prasarana umum serta pemulihan ekonomi. 

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana, 

kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan 

maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya 

peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada 

wilayah pasca bencana.
45

 Proses rekonstruksi tidak mudah dan memerlukan 

upaya keras dan terencana dan peran serta semua anggota masyarakat. Sebagai 

contoh, rekonstruksi Aceh pasca tsunami memerlukan waktu tidak kurang dari 5 

tahun agar kondisi fisik dan mental, lingkungan dan teknis, serta prasarana 

ekonomi dibangun kembali dan diharapkan akan lebih baik disbanding kondisi 

sebelum bencana. 

Program rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dana yang tidak 

kecil. Menurut pasal 60 UU no. 24 tahun 2007, dana penanggulangan bencana 

menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. 

Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat 

dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. 

Sementara menurut Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) No. 11 tahun 2008
46

, untuk merencanakan proses rekonstruksi, perlu 

dipertimbangkan pembiayaan penyelenggaraan rekonstruksi pascabencana. 

                                                 
45

 Ibid. 
46

 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 
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Dalam Perka tersebut disebutkan bahwa untuk dana penanggulangan bencana 

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Sementara itu, 

untuk membantu pendanaan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana 

penanggulangan bencana yang berasal dari APBD. 

Namun, apabila dana yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud di 

atas tidak memadai, pembiayaan penyelenggaraan rekonstruksi pascabencana 

dapat menggunakan dana bantuan sosial berpola hibah yang disediakan oleh 

APBN. Dana bantuan sosial berpola hibah ini adalah dana yang disediakan 

pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan 

pascabencana.
47

 

Pemenuhan permintaan dana bantuan untuk penyelenggaraan rekonstruksi 

pascabencana dari pemerintah daerah ke pemerintah memerlukan verifikasi 

terlebih dahulu oleh tim antar departemen atau lembaga pemerintah 

nondepartemen dengan tetap berada di bawah koordinasi BNPB. Verifikasi 

tersebut dimaksudkan untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan 

oleh pemerintah kepada pemerintah daerah secara proporsional, dilaksanakan 

bersama-sama dengan verifikasi untuk penyelenggaraan rehabilitasi. 

Pembiayaan proses rekonstruksi dapat pula berasal dari peran serta 

swasta, masyarakat serta institusi lain nonpemerintah melalui koordinasi BNPB 

atau BPBD untuk tingkat daerah. Dalam hal ini, pemerintah di tingkat pusat, 

serta pemerintah daerah di tingkat daerah, harus memfasilitasi keikutsertaan 

pihak swasta, masyarakat serta institusi lain non-pemerintah dalam program 

                                                 
47

 Ibid.  
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rekonstruksi agar tercipta dan terjamin akuntabilitas, efektifitas, transparansi 

dalam penyaluran dan penggunaannya. 

Apabila kebutuhan pendanaan kegiatan rekonstruksi sangat besar, 

padahal ketersediaan dana dalam negeri dan hibah terbatas, maka pinjaman luar 

negeri dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk kegiatan rekonstruksi, 

dengan syarat merupakan pinjaman yang sangat lunak. Realokasi pinjaman luar 

negeri untuk proyek-proyek yang sedang berjalan dapat dijadikan sebagai salah 

satu sumber pembiayaan kegiatan rekonstruksi.  
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BAB III 

OBYEK PENELITIAN 

A. Cash Waqf linked Sukuk di Indonesia 

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah sebuah instrumen investasi 

syariah yang bersifat sosial dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) selaku naz{ir melalui Lembaga Keuangan Syariah 

Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang kemudian dikelola dan ditempatkan 

pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang 

diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
1
  

CWLS sebagai sebuah instrumen keuangan syariah pertama kali 

diluncurkan pada Desember 2018 bertepatan dengan acara IMF-World Bank 

Annual Meeting 2018 di Pulau Bali. Imam Saptono, wakil Ketua BWI 

menyatakan, penerbitan CWLS ini dilatarbelakangi dengan beberapa alasan yang 

menjadikan wakaf link sukuk ini, dapat menjadi alternatif investasi yang 

menarik.  

‚Dari sudut pandang pemerintah, wakaf link sukuk ini merupakan sumber 

dana alternatif dengan margin yang murah dan penerbitannya tidak 

membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah 

(APBN/ APBD). Adanya sukuk berbasis wakaf ini juga akan mengurangi 

ketergantungan utang luar negeri, serta menstabilkan ekonomi makro. 

Sementara itu dari sudut pandang masyarakat, instrumen ini menarik 

karena merupakan instrumen investasi sekaligus beramal yang aman dan 

dijamin pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dapat memastikan objek 

pembangunan dari dana ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.‛
2
 

                                                 
1
 Husni Mubarok - BNI Syariah, Wawancara,Surabaya. 13 Juni 2019. 

2
 Imam Saptono - BWI, Wwancara, dalam Republika.co.id, 22 Februari 2019. Diakses dari 

https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/02/22/pnboox370-dana-wakaf-linked-

sukuk-tahap-pertama-terkumpul-rp-15-miliar pada 25 Februari 2019 
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Sukuk Negara  seri ‚SW‛ akan diterbitkan oleh pemerintah secara khusus 

untuk mengakomodir wakaf uang tersebut. Rifki Ismal dalam wawancara oleh 

penulis menyebutkan, 

‚Untuk CWLS, nantinya akan diterbitkan sukuk khusu berkode SW. ini 

berbeda dengan sukuk linked wakaf ya. Kalau SLW, itu tradable, kalau ini 

non-tradable, khusu private placement. Tenornya sekitar 5 tahun seperti 

periode obligasi, namun bisa dibeli kapanpun selama uangnya dari BWI 

mencukupi Rp50 Miliar, karena ketentuan dari Kemenkeu minimal Rp50 

Miliar dulu baru nanti diterbitkan. Nah, karena sukuk ini sukuk wakaf, 

maka sasaran proyeknya pun harus proyek yang bisa dimanfaatkan umat. 

Nantinya, yang bayar kuponnya ya Kemenkeu, sebagai balasan atau 

ucapan terimakasih atas pembiayaan sukuk dari dana wakaf ini.‛
 3

 

 

Dengan demikian, sukuk ‚SW‛ khusus CWLS ini nantinya memiliki 

kriteria dan fitur khusus, antara lain:  

1. Jangka waktu (tenor) pembayaran sukuk kurang dari 5 tahun 

2. Sukuk tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar bebas (non-

tradable)  

3. Pembayaran imbalan sukuk secara diskonto dan tingkat imbalan tetap 

yang dibayarkan secara periodik.    

4. Hasil penerbitan Sukuk Negara seri SW dimanfaatkan untuk 

pembiayaan APBN, termasuk untuk membiayai pembangunan proyek-

proyek layanan umum masyarakat seperti pembangunan infrastruktur 

pendidikan dan layanan keagamaan.  

5. Imbal hasil atau kupon dari wakaf uang yang ditempatkan pada Sukuk 

Negara seri SW akan disalurkan untuk mawquf’alayh. 

                                                 
3
 Rifki Ismal - Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Wawancara, 

Surabaya. 22 Juni 2019. 
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Proses pembelian sukuk bisa dilakukan kapanpun selama jumlah dana 

yang disepakati dengan Kementerian Keuangan sudah terkumpul. Khusus untuk 

sukuk wakaf, Kemenkeu tidak menerapkan periode penawaran dan proses tender. 

Jadi kapan saja uang terkumpul sebesar Rp50 miliar di bank operasinal yang 

ditunjuk BWI  (BNI Syariah dan Muammalat) maka akan diterbitkan sukuknya. 

Adapun dalam operasionalnya, Cash Waqf Linked Sukuk melibatkan lima 

stakeholders, yaitu: 

1. Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi 

CWLS dan Bank Kustodian. 

2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, leader dan naz{ir 

yang mengelola CWLS. 

3. Kementerian Keuangan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana di 

sektor riil. 

4. Naz{ir Wakaf Produktif sebagai Mitra BWI yang melakukan 

penghimpunan dana wakaf dan penyaluran kepada mawquf’alayh. 

5. Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah) sebagai 

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan 

Bank Operasional BWI 

Masyarakat yang mau mewakafkan uangnya melalui CWLS saat sudah 

difasilitasi melalui akses langsung di Lembaga Keuangan Syariah Penerima 
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Wakaf Uang (LKS-PWU). Adapaun LKS-PWU yang telah meneken kerjasama 

dengan BWI adalah sebagai berikut:
4
 

1. Bank BNI Syariah 

2. Bank Muamalat 

3. Amanah Fintech 

4. Baitul Maal Hidayatullah 

5. Mandiri Amal Insani Foundation 

6. Wakaf Daarut Tauhid 

7. Dompet Dhuafa 

8. Global Wakaf 

9. Rumah Wakaf 

10. Sinergi Foundation 

11. Yayasan Wakaf Bangun Burani Bangsa 

12. Wakaf Al-Azhar 

LKS-PWU pun dalam program ini juga telah menawarkan kemudahan 

bagi masyarakat untuk berwakaf. CWLS bisa diakses sendiri secara online 

melalui laman online LKS-PWU yang ditunjuk maupun dating langsung ke 

kantor. 

‚Kalau di BNI Syariah, wakif bisa langsung datang ke kantor. Untuk 

berwakaf, tidak harus menjadi nasabah, namun kalau wakafnya temporer, 

maka wajib buka sebagai rekening tujuan pengembalian dana wakaf. 

Wakif nanti akan melakukan ikrar wakaf dan setelah semua proses selesai, 

akan mendapatkan sertifikat wakaf. Sementara kalau akses sendiri online, 

bisa langsung ke website BNI Syariah, lalu pilih wakaf hasanah. Nanti 

akan mendapatkan nomor virtual akun untuk mentransfer wakaf uang. 

                                                 
4
 Disampaikan dalam video profil Cash Waqf Linked Sukuk oleh BWI pada acara ‚Seminar 

Nasional: Sosialisasi Waqf Core Principle‛ di Hotel Oakwood Sueabaya, 22 Juni 2019. 
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Ikrar akan dibaca sendiri oleh wakif dalam proses perwakafan di web 

tersebut. Khusus untuk berwakaf melalui media elektronik channel hanya 

akan mendapatkan SWU digital jika berwakaf uang lebih dari Rp 1 juta.‛
5
 

 

CWLS sebagai instrumen filantropi Islam memiliki kelebihan antara lain:  

1. Aman, karena CWLS dijamin oleh Negara 

2. Produktif, karena memberikan imbal hasil yang bisa diperuntukkan 

bagi mawquf’alayh 

3. Berkah, karena imbal hasilnya dipergunakan untuk kepentingan public 

dan sosial. 

4. Longlasting, memiliki manfaat tak terputus karena asset wakaf 

bersifat abadi dan terus dimanfaatkan selamanya. 

Berdasarkan wawancara yang dihimpun penulis, sejak resmi diluncurkan 

pada Desember 2018 hingga saat ini CWLS yang terhimpun adalah sebesar Rp 15 

Milyar. Dana ini akan terus dikumpulkan hingga mencapai Rp 50 Milyar untuk 

dibelikan Sukuk. Wakif masih didominasi oleh institusi khususnya perbankan 

syariah.
 6

 

Secara rinci, lembaga-lembaga pemberi wakaf tersebut adalah Bank BNI 

Syariah (Rp 1,5 miliar), Bank CIMB Niaga (Rp 1 miliar), Bank Syariah Mandiri 

(Rp 5 miliar), Baitul Maal Muamalat (Rp 1 miliar), Bank BRI Syariah (Rp 1,5 

miliar), Dompet Dhuafa (Rp 1 miliar), Global Wakaf Foundation (Rp 1 miliar), 

Rumah Wakaf (Rp 500 juta), dan Al Azhar (Rp 1 miliar). 

                                                 
5
 Husni Mubarok - BNI Syariah, Wawancara,Surabaya. 13 Juni 2019. 

6
 Rifki Ismal - Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Wawancara, 

Surabaya. 22 Juni 2019. 
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Adapun partisipasi langsung masyarakat untuk CWLS hingga saat ini 

masih cukup rendah. Dilansir dari laman wakaf hasanah BNI Syariah
7
, dana 

CWLS yang terkumpul senilai Rp52.270.101 dengan 47 wakif per 5 Juli 2019. 

Sementara dari Bank Muamalat
8
, CWLS terkumpul per 22 Mei 2019 masih 

Rp62.244.101. 

B. Bencana Alam di Indonesia 

1. Gambaran Umum Bencana Alam di Indonesia 

Indonesia adalah salah satu negeri paling rawan bencana di dunia. 

Karena berlokasi di penghubung tiga lempeng tektonik, Indonesia sangat 

rentan terhadap aktivitas seismik. Dengan hampir 200 gunung berapinya, 

dimana lebih dari 70 di antaranya digolongkan ‛sangat aktif‛, negeri ini 

memiliki jumlah tertinggi gunung berapi aktif di dunia. Selain itu, Indonesia 

sering mengalami tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Resiko terbesar 

adalah banjir apabila ditimbang secara proporsional terhadap PDB dan angka 

kematian. Kebakaran hutan juga merupakan resiko yang harus diperhatikan, 

sebagaimana diperlihatkan oleh kebakaran hutan tahun 1998 yang terjadi 

selama peristiwa El Niño. Gambar 3.1 dan 3.2 memperlihatkan distribusi 

geografis dari resiko enam bencana utama (angin topan, kekeringan, gempa 

bumi, banjir, tanah longsor, dan gunung berapi) di Indonesia. Tingkat 

kerawanan terhadap bencana-bencana ini di estimasi dari angka kematian 

yang disebabkan oleh bencana tertentu dan tingkat kerugian ekonomi untuk 

                                                 
7
 https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/project/98  

8
 https://www.bankmuamalat.co.id/ziswaf 
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wilayah yang dicakup oleh Bank Dunia dan tingkatan kekayaan negara, yang 

dihitung dari data kerugian historis selama 20 tahun. Gambar-gambar 

tersebut memperlihatkan bahwa untuk Indonesia – Pulau Jawa, yang berada 

pada decile teratas untuk resiko angka kematian untuk semau jenis bencana 

– menghadapi resiko terbesar dalam hal korban jiwa dari bencana alam, 

sementara Pulau Sumatera dan Jawa menghadapi resiko terbesar dalam hal 

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana alam. 

Gambar 3.1  

Lokasi Rawan Bencana di Indonesia: Risiko Kematian 

 

Gambar 3.2 

Lokasi Rawan Bencana di Indonesia: Risiko PDB 

 
Sumber: M. Dilley et al., Bank Dunia dan Columbia University, 2005 

 
Berdasarkan perankingan oleh EMDAT CRED

9
 pada enam tipe 

bencana alam, Indonesia menjadi negara yang paling berisiko tinggi 

                                                 
9
 EMDAT CRED adalah Emergency Event Database Centre for Research on the Epidemiology of 

Disasters merupakan anak dari lembaga PBB bidang kebencanaan.  
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mengalami bencana tsunami dan tanah longsor. Dari 76 negara, Indonesia 

menjadi ranking pertama yang berisiko tsunami dengan lebih dari 5 juta 

orang yang terancam. Sementara dari 162 negara di dunia, Indonesia juga 

menjadi yang paling berpotensi tinggi mengalami tanah longsor dengan lebih 

dari 195 ribu orang terancam.
10

  

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, setiap tahunnya hampir 2000 

kejadian bencana alam di Indonesia terjadi. Sebagian besar bencana yang 

terjadi adalah banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Tak hanya itu, major 

disaster seperti tsunami dan gempa bumi juga melanda Indonesia dalam 

kurun waktu 10 tahun terakhir seperti gempa bumi dan tsunami di Lombok 

dan Donggala yang menewaskan ribuan orang. 

Gambar 3.3 

Tren Kejadian Bencana Alam di Indonesia 

 
Sumber: bnpb.go.id 

  

                                                 
10

 Global Facility for Disaster Reduction and Recovery – World Bank, ‚Lessons from the Efforts 

to Develop Disaster Risk Financing and Insurance Framework in Indonesia‛, Technical Note 
(2000), 1.  
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Tak hanya memakan korban jiwa, bencana alam juga sukses 

menghajar perekonomian. Berkaca pada kejadian Tsunami Aceh pada 26 

Desember 2004 yang menewaskan 110.229 orang, 12.132 hilang, dan 

703.229 mengungsi, secara ekonomi telah mengakibatkan kerugian hingga 

41,4 triliun Rupiah atau setara 4,5 milyar Dollar. Pun dengan gempa bumi di 

Yogyakarta pada Mei 2006 yang mengakibatkan kerusakan besar dan 

kerugian hingga 29 triliun Rupiah.
11

 Sementara baru-baru ini, total kerugian 

akibat kerusakan karena gempa di Lombok Utara pada Agustus 2018 

mencapai Rp Rp 3,19 triliun dan total kebutuhan rehabilitasi sebesar Rp Rp 

3,09 triliun dan Lombok Barat mencapai Rp 3,59 triliun dan total kebutuhan 

Rp 2,08 triliun
12

. 

Secara ekonomi, pengaruh bencana tsunami di Aceh terhadap PDB
13

 

Indonesia memang relatif kecil, hanya 0,3%. Namun, jika dibandingkan 

dengan PDRB  provinsi Aceh, kerugian akibat bencana tersebut begitu 

signifikan, yakni telah memakan 45% PDRB. Begitupun dengan Yogyakarta 

yang kerugiannya setara 41% dari PDRBnya. Hal ini membuka mata betapa 

besarnya pengaruh bencana alam di Indonesia, khususnya dari kacamata 

ekonomi. Dengan demikian, diperlukan kesadaran membangun sistem 

penanggulangan bencana secara komprehensif.  

                                                 
11

 Ibid. 

12
 Fajar Pebrianto, ‚BNPB: Kebutuhan Dana Rehabilitasi Gempa Lombok Naik Rp 2,6 T‛, 

https://bisnis.tempo.co/read/1125291/bnpb-kebutuhan-dana-rehabilitasi-gempa-lombok-naik-rp-

26-t/full&view=ok ; diakses pada 13 Mei 2019. 
13

 Produk Domestik Bruto, pendapatan dalam suatu wilayah negara selama kurun waktu 1 tahun. 
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2. Gambaran Bencana Gempa Bumi Jogja – Jawa Tengah 

Gempa bumi mengguncang bagian tengah wilayah Indonesia, dekat 

kota sejarah, Yogyakarta, pada 27 Mei 2006. Berpusat di Samudera Hindia 

pada jarak sekitar 33 kilometer di selatan kabupaten Bantul, gempa ini 

mencapai kekuatan 5,9 pada Skala Richter dan berlangsung selama 52 detik. 

Karena gempa berasal dari kedalaman yang relatif dangkal yaitu 33 

kilometer di bawah tanah, guncangan di permukaan lebih dahsyat daripada 

gempa yang terjadi pada lapisan yang lebih dalam dengan kekuatan gempa 

yang sama, maka terjadi kehancuran besar, khususnya di kabupaten Bantul di 

Provinsi Yogyakarta dan Klaten di Provinsi Jawa Tengah.  

Suatu analisis komprehensif oleh sebuah tim yang terdiri dari 

Pemerintah Indonesia dan para pakar internasional memperkirakan jumlah 

kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh gempa bumi tersebut 

mencapai Rp 29,1 triliun, atau US$ 3,1 milyar. Total kerusakan dan kerugian 

yang diakibatkan jauh lebih tinggi daripada yang diakibatkan tsunami di Sri 

Lanka, India dan Thailand dan berada pada skala yang serupa dengan gempa 

bumi di Gujarat (2001) dan di Pakistan (2005).
14

  

Kerusakan yang terjadi sangat terpusat pada perumahan dan 

bangunan-bangunan sektor swasta. Rumah-rumah pribadi terkena dampak 

paling parah, bernilai lebih dari setengah dari total kerusakan dan kerugian 

(Rp 15,3 triliun). Bangunan-bangunan sektor swasta dan aset-aset produktif 

                                                 
14

 Laporan bersama BAPPENAS, Pemerintahan Provinsi dan Daerah, D.I.Yogyakarta, 

Pemerintahan Provinsi dan Daerah Jawa Tengah, dan Mitra International, ‚Penilaian Kerusakan 

dan Kerugian Bencana Alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah‛, publikasi, Juli 2016. 
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juga rusak parah (diperkirakan mencapai Rp 9 triliun) dan diperkirakan akan 

kehilangan pendapatan yang signifikan di masa depan. Ini tentunya 

berdampak sangat serius pada usaha kecil dan menengah, karena wilayah 

tersebut merupakan pusat industri kerajinan tangan skala kecil yang sedang 

sangat berkembang di Indonesia. Kerusakan pada sektor sosial, khususnya 

sektor kesehatan dan pendidikan, diperkirakan mencapai Rp 4 triliun. 

Sektor-sektor lainnya, khususnya infrastruktur, menderita kerusakan dan 

kerugian yang relatif lebih kecil (lihat gambar 3.4), jauh di bawah tingkat 

kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh tsunami di Aceh dan Nias. 

Gambar 3.4 

Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian Gempa Jogja-Jateng 

(dalam Milyar Rupiah) 

 

Jumlah total kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi diperkirakan 

mencapai Rp 29,1 triliun (US$ 3,1 miliar). Jumlah total kerusahan 

diperkirakan mencapai Rp 22,75 triliun (78% dari jumlah total) dan jumlah 
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total kerugian ekonomi mencapai Rp 6,40 triliun (22%). Angka kerusakan 

mewakili jumlah pembiayaan, termasuk sumbangan oleh korban, yang akan 

dibutuhkan untuk rekonstruksi. Angka kerugian mewakili pengurangan 

kegiatan ekonomi dan pendapatan pribadi dan keluarga yang akan timbul 

dalam bulan-bulan berikut akibat bencana gempa bumi (Lihat tabel 3.2).   

Tabel 3.1 

Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian Gempa Jogja-Jateng  

(dalam Milyar Rupiah) 

 
 Sumber: Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Yogyakarta dan Jawa 

Tengah‛, publikasi, Juli 2016 
 

Gempa bumi berdampak parah terhadap sektor-sektor produktif 

dalam perekonomian. Kerusakan dan kerugian pada sektor produktif kira-

kira sebanyak 30% dari jumlah seluruh kerugian karena bencana ini. Banyak 

perusahaan, kebanyakan usaha kecil dan menengah, toko, pedagang, dan 

mata pencahariannya hancur. Mengingat kerusakan yang luas terhadap 

perumahan, kerugian berupa aset pribadi yang tidak diasuransikan 

kemungkinan besar menjadi tantangan terbesar kedua untuk membangun 
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kembali daerah-daerah yang terkena dampak bencana. Struktur irigasi, 

sistem pertanian, dan sektor perikanan juga terpengaruh, meskipun dampak 

langsung pada pertanian tampak terbatas Kerusakan dan kerugian yang 

dialami oleh sektor produktif secara keseluruhan, dengan jumlah yang sangat 

mengejutkan sebanyak Rp9,025 triliun. Kerusakan langsung pada prasarana 

dan aset produktif menurut perkiraan kasar adalah sekitar setengah dampak 

keseluruhan. Sebagian besar kerusakan ini berasal dari dampak signifikan 

gempa bumi ini atas usaha-usaha kecil dan menengah (UKM), yang telah 

berfungsi sebagai tulang punggung perekonomian di daerah-daerah yang 

terkena dampak bencana. 

3. Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia 

Pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia, menurut UU 

24/2007, pemerintah bertanggung jawab atas pembiayaan pasca bencana 

untuk: i) operasi darurat/bantuan; ii) pemulihan dan rekonstruksi 

infrastruktur dan bangunan publik; iii) bantuan keuangan (sebagian) untuk 

rekonstruksi tempat tinggal pribadi. Laporan penilaian kerusakan dan 

kehilangan dari bencana besar baru-baru ini menunjukkan peringkat yang 

konsisten dari kebutuhan rekonstruksi, dengan akuntansi perumahan untuk 

kebutuhan terbesar, diikuti oleh infrastruktur publik (terutama jalan, sekolah 

dan fasilitas kesehatan).
15

 

‚Sumber dana tanggap darurat, yang mencakup minggu-minggu 

pertama setelah bencana, tergantung pada apakah peristiwa tersebut 

                                                 
15

 GFDRR World Bank, ‚Indonesia Advancing a National Disaster Risk Financing Strategy – 

Options for Consideration‛, publication (Oktober, 2011), 11. 
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dinyatakan sebagai Bencana Nasional atau bencana yang memiliki 

arti penting nasional. Jika demikian, Pemerintah Pusat bertanggung 

jawab melalui BNPB dengan kementerian lini dan BNPB 

menyalurkan sumber daya melalui dana ‚oncall‛ untuk tanggap 

darurat. Dana ‚on call‛ adalah jalur terpisah dari anggaran yang dapat 

digunakan untuk mendukung kegiatan pemulihan dini pascabencana 

sementara status darurat masih berlaku. Jika tidak dinyatakan sebagai 

Bencana Nasional, pemerintah daerah menyediakan pembiayaan 

melalui anggaran darurat.
16

 

 

Alokasi anggaran untuk kegiatan pemulihan pascabencana, dibiayai 

melalui Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dibuat selama diskusi anggaran 

di Parlemen. Persiapan dan persetujuan anggaran mempengaruhi 

ketersediaan sumber daya pembiayaan tambahan pada bulan-bulan tertentu 

dalam setahun; persiapan anggaran (sebelum Desember) dan revisi anggaran 

tengah tahun (Juni). Waktu pemberian bantuan juga bergantung pada 

keterlambatan dalam proses persiapan, sementara peraturan untuk revisi dan 

evaluasi anggaran juga memengaruhi fleksibilitas untuk realokasi dana. 

Identifikasi dan transfer dana untuk rekonstruksi pascabencana dapat 

memakan waktu beberapa bulan, tergantung pada kapan selama tahun fiskal 

terjadi bencana. Sebagai contoh, tsunami Aceh terjadi pada tanggal 26 

Desember 2004, pada akhir tahun fiskal, ketika alokasi anggaran untuk tahun 

fiskal berikutnya telah disetujui. Alokasi tambahan anggaran utama untuk 

tanggap bencana harus diselesaikan melalui revisi anggaran tengah tahun 

pada tahun 2005, yang memengaruhi kebutuhan akan pembiayaan tambahan 

untuk tanggap darurat. Sebaliknya, gempa bumi Yogyakarta terjadi pada 

                                                 
16

 Suharlina Kusumawardani -  BPBD Jatim, Wawancara, Surabaya. 27 Mei 2019. 
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tanggal 29 Mei 2006, tepat saat revisi anggaran tengah tahun yang dimulai 

pada bulan Juni, menghasilkan eksekusi dana yang lebih cepat.
17

 

Pembiayaan pemulihan bencana alam diawali dengan pemerintah 

kabupaten membuat rencana pemulihan. Rencana ini diharapkan akan 

dibiayai dari anggarannya sendiri (sesuai garis kontingensi dan / atau 

realokasi anggaran pascabencana). Jika anggaran pemulihan melebihi 20 

persen dari total anggaran, pemerintah kabupaten dapat meminta dukungan 

provinsi kepada pemerintah provinsi, atau secara langsung meminta 

dukungan dari pemerintah pusat. Jika masih diperlukan pembiayaan 

tambahan, pemerintah provinsi meminta dukungan anggaran dari pemerintah 

pusat. Komite evaluasi pascabencana, yang menilai kebutuhan pembiayaan, 

termasuk perwakilan dari badan-badan pemerintah dan diketuai oleh BNPB. 

Setelah disetujui oleh komite evaluasi, permintaan keuangan diajukan oleh 

BNPB ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan meminta 

persetujuan untuk rencana pembiayaan dari Parlemen selama revisi anggaran 

tengah tahunan.
18

 

Dukungan anggaran dari Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

kemudian ditransfer ke pemerintah daerah. Kegiatan pemulihan dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait di bawah koordinasi BNPB 

dan BPBD. Gambar 3.5 di bawah ini merangkum sumber utama pembiayaan 

pascabencana. 

 

                                                 
17

 GFDRR World Bank, ‚Indonesia Advancing a …‛, 12. 
18

 Suharlina Kusumawardani -  BPBD Jatim, Wawancara, Surabaya. 27 Mei 2019. 
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Gambar 3.5 

Pembiayaan Operasi Pasca Bencana di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Sumber: GFDRR 

Namun demikian, pengalaman dalam penanggulangan bencana 

menunjukkan bahwa diperlukan waktu beberapa bulan untuk menarik dana 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bawah perbendaharaan umum Negara. Ini 

menimbulkan penundaan dalam operasi pemulihan pascabencana, termasuk 

program mata pencaharian dan pemenuhan fasilitas public. Selain karena 

terbentur kewenangan –misalnya, pembangunan infrastruktur fisik 

merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum-, juga karena dana 

dari pemerintah pusat yang terbatas.
19

 Sehingga diperlukan donor dan 

suntikan dana dari partisipasi lainnya untuk katalisator pembiayaan 

pemulihan bencana alam ini. 

 

 

 

                                                 
19

 Ibid, 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Model Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam 

1. Sukuk dan Wakaf sebagai Pembiayaan Sosial 

Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara 

sebenarnya telah dilaksanakan mulai tahun 2010, yaitu sejak diterbitkannya 

Sukuk Negara dengan seri Project Based Sukuk (PBS). Mekanisme pertama 

yang digunakan adalah dengan menggunakan proyek-proyek pemerintah 

yang tercantum dalam APBN sebagai underlying asset Sukuk Negara. 

Adapun mekanisme kedua yang digalakkan oleh pemerintah adalah inisiasi 

dari Kementerian/Lembaga untuk meminta pembiayaan infrastruktur melalui 

penerbitan Sukuk Negara sejak diusulkan ke Badan Perencana Pembangunan 

Nasional (Bappenas). Mekanisme ini pada akhirnya dapat menjadi 

pendorong bagi Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan pekerjaan 

infrastruktur secara transparan dan akuntabel. Pemerintah meyakini bahwa 

penerbitan Sukuk Negara akan menjadi salah satu sumber utama untuk 

pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang karena peluangnya yang 

sangat besar, yaitu:  

a. Dukungan kebijakan. Dukungan penuh pembiayaan infrastruktur 

melalui penerbitan Sukuk Negara tercermin dari disahkannya 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga 

Negara atau Sukuk Negara. Adanya Undang-Undang tersebut 

menjadi landasan hukum utama bagi pemerintah untuk menerbitkan 
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Sukuk Negara. Selain itu, peraturan tersebut memberi kewenangan 

bagi pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara (BMN) 

sebagai underlying asset dan membiayai pembangunan infrastruktur 

melalui penerbitan Sukuk Negara. Melalui peraturan ini pemerintah 

dapat mengatur komposisi penerbitan Sukuk Negara untuk 

pembiayaan proyek, sehingga hasil penerbitan Sukuk Negara dapat 

diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. 

b. Kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Dalam rangka 

mempercepat laju pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah 

menetapkan proritas-prioritas pembangunan infrastruktur yang 

dituangkan dalam Nawacita. Kebutuhan dana yang sangat besar 

tersebut menjadi peluang bagi Sukuk Negara agar dapat lebih 

berperan dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Selain itu, 

Sukuk Negara juga dapat memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi 

pemerintah untuk mengalokasikan sumbersumber penerimaan negara 

lainnya untuk pendanaan infrastruktur.  

c. Potensi pasar Sukuk Negara yang sangat luas. Seiring dengan 

perkembangan ekonomi Islam yang sangat fantastis, maka 

berkembang pula kesadaran untuk memilih instrumen investasi yang 

sesuai syariah. Kesadaran ini telah menumbuhkan investor yang 

berwawasan ‘shariah minded’ atau hanya berinvestasi pada instrumen 

syariah.  
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Dalam makalah yang ditulis oleh Fitrianto
1
, menyebutkan bahwa 

sukuk bisa menjadi instrumen social-financing. Ia memberikan pembiayaan 

alternatif dalam proses mitigasi bencana lumpur di Porong Sidoarjo dengan 

instrument pembiayaan Sukuk mud{a>rabah. Hal ini menunjukkan bahwa 

instrumen keuangan Islam ini dapat memberikan peluang untuk pembiayaan 

pemulihan bencana. 

Saat ini, beberapa organisasi non-pemerintah (LSM) telah berinovasi 

beberapa mekanisme menggunakan wakaf sebagai prinsip yang 

mendasarinya untuk tujuan mengatasi masalah sosial ekonomi. Misalnya, 

Islamic Relief yang merupakan organisasi bantuan kemanusiaan yang 

berbasis di Inggris, telah menciptakan wakaf tunai. Sumbangan yang 

diterima oleh Islamic Relief diinvestasikan ke dalam saham yang sesuai 

dengan Syariah dan uang yang dihasilkan dari investasi tersebut disalurkan 

ke proyek jangka panjang dengan manfaat berkelanjutan seperti membangun 

rumah kaca serta melatih penerima bantuan tentang cara menanam buah dan 

sayuran. Hasil ini juga akan digunakan untuk mendukung keuangan mikro 

Islam di Bosnia dan Herzegovina seperti berinvestasi dalam peternakan yang 

menyediakan peluang kerja, serta memberikan peralatan pertanian seperti 

benih dan alat-alat untuk keluarga yang terkena dampak banjir di distrik 

Bandipora dan Baramulla di Jammu dan Kashmir di India
2
. Sementara 

Yayasan Wakaf Internasional dan Zakat, yang didirikan oleh Organisasi 

                                                 
1
 Achmad Room Fitrianto, ‚Prospect of Sukuk in Financing Disaster Mitigation Development 

Program: An Initial Consepts of Infrastructure Approach in Providing Solution Toward Shrimp 
Farmer Affected by Porong Mud Volcano‛, Proceeding Conference AICIS XII (2018). 
2
 Islamic Relief Worldwide. Diakses dari http://www.irwaqf.org/ pada 5 Juli 2019 
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Zakat Dunia dan didirikan oleh Pemerintah Malaysia telah menyalurkan 

dana wakaf dan zakat mereka untuk produksi makanan, pendidikan, 

perawatan kesehatan, perumahan yang terjangkau, dan penciptaan lapangan 

kerja. Contoh lain di Malaysia adalah Klinik Waqaf An-Nur dan Rumah 

Sakit Waqaf An-Nur, yang menyediakan perawatan kesehatan dan fasilitas 

dialisis kepada masyarakat umum khususnya di negara bagian Johor, 

Malaysia.
3
 

Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf adalah keberlanjutan 

ekonomi yang sesungguhnya apabila bersinergi dengan keuangan Islam lain 

akan memberikan peluang menawarkan prospek untuk membuka kunci batas 

pertumbuhan baru. Saat ini, untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, wakaf 

dan sukuk kolaborasi dapat menjadi sumber pendanaan untuk mendapatkan 

dana berbiaya rendah untuk membiayai pemulihan bencana alam. 

Keberhasilan penerbitan wakaf-sukuk di Arab Saudi, Singapura, dan 

Selandia Baru dapat menjadi inspirasi untuk menghidupkan kembali 

pendanaan berbasis-wakaf. Penerbitan wakaf-sukuk menjadi instrumen 

inovatif untuk mempertahankan, memperluas, dan memperbesar properti 

untuk mencapai manfaat sosial.  

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa wakaf ditambah 

dengan sukuk bisa menjadi obat mujarab dalam menyelesaikan kesenjangan 

dana kemanusiaan. Sukuk wakaf telah menjadi "house-hold" untuk 

penggalangan dana amal atau tujuan kemanusiaan. Ini karena sukuk 

                                                 
3
 N. Suhaida Kasri, N. S. N. Nor Saeran, ‚Waqf and Sukuk: Addressing The Humanitarian 

Funding Gap‛, (2016), diakses dari http://giem.kantakji.com/article/ details/ID/918 
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memungkinkan untuk memobilisasi sumber daya dalam jumlah besar. Selain 

itu, sukuk memiliki karakteristik yang fleksibel, di mana sukuk dapat 

disusun untuk memenuhi persyaratan pembiayaan jangka menengah hingga 

jangka panjang. Dua contoh sukses adalah penerbitan sukuk untuk 

mengembangkan aset wakaf di Singapura dan Arab Saudi.  

Namun demikian, berbeda dari model-model pengembangan sukuk-

wakaf di atas, yang menggunakan konsep sukuk linked waqf, dimana aset 

wakaf hanya digunakan sebagai underlying asset penerbitan sukuk. Dalam 

model yang diajukan ini, penulis memberikan usulan mekanisme wakaf uang 

yang dibelikan atau ditempatkan pada sukuk. Selain untuk membantu 

pendanaan, melainkan juga bisa meningkatkan share sukuk di Indonesia. 

2. Model Model Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan 

Bencana Alam    

Wakaf uang adalah salah satu dana sosial Islam potensial untuk 

melayani kepentingan publik, terutama untuk menyediakan infrastruktur 

publik seperti pusat bisnis, rumah sakit umum, bandara, dll. Di sisi lain, 

infrastruktur atau fasilitas sosial tersebut sebagian besar adalah tanggung 

jawab pemerintah untuk menyediakannya demi kepentingan umum. 

Mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, tesis ini mengusulkan sebuah 

model yang disebut Cash Waf linked Sukuk (CWLS) untuk memanfaatkan 

wakaf uang yang ditempatkan pada Sukuk Negara sebagai pendanaan 

pemulihan bencana alam. Model ini memberikan mekanisme detail dan 

formula  CWLS sebagai pendanaan bencana alam dengan melibatkan pihak-
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pihak yaitu BWI sebegai menajemen wakaf (naz{ir), LKS-PWU sebagai 

penghimpun dana wakaf, Kemenkeu sebagai penerbit Sukuk, Bank Indonesia 

sebagai bank kustodian, masyarakat sebagai wakif , dan BNPB sebagai 

koordinator penanganan pemulihan pasca bencana. 

Model CWLS sebagai instrumen pembiayaan pemulihan bencana 

alam digambarkan sebagai berikut:  
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Model CWLS sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di atas 

dijabarkan sebagai berikut:  

1. BWI sebagai koordinator naz{ir wakaf menerbitkan Cash Waqf linked 

Sukuk (CWLS) dan memberikan mandate kepada Lembaga 

Keuangan Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan mitra naz{ir untuk 

melakukan penghimpunan wakaf uang CWLS. 

2. BNPB memberikan proposal proyek pembangunan pemulihan 

infrastruktur pasca bencana kepada Kemenkeu. 

3. Kemenkeu menerbitkan Sukuk Wakaf (SW) atas proyek 

pembangunan infrastruktur bencana yang diajukan BNPB. Sukuk ini 

bersifat non-tradable, dikhusukan untuk wakaf. Sebagai underlying 

asset adalah Barang Milik Negara (BMN) dalam hal ini adalah tanah 

yang digunakan untuk lokasi pembangunan infrastruktur tersebut. 

4. BWI membeli Sukuk Wakaf (SW) dengan menggunakan wakaf uang 

CWLS yang dihimpun oleh LKS-PWU dan mitra naz{ir. 

5. Kemenkeu memberikan dana sukuk kepada kementerian terkait yang 

telah dikoordinasikan oleh BNPB untuk membangun proyek 

infrastruktur pascabencana. Proyek hasil pembangunan dengan sukuk 

ini merupakan Barang Milik Negara (BMN) 

6. Kemenkeu memberikan kupon atas SW secara periodik kepada naz{ir 

(BWI) dalam jangka waktu tenor melalui bank kustodian. 

7. Hasil kupon sukuk wakaf didistribusikan oleh naz{ir (BWI) kepada 

mitra naz{ir untuk disalurkan kepada mawquf’alayh.  
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8. Setelah masa tenor SW berakhir, Kemenkeu membayar modal sukuk 

secara penuh kepada naz{ir (BWI). Dana wakaf sukuk (apabila wakif 

mewakafkan abadi) yang telah kembali merupakan asset BWI dan 

bisa diputar lagi untuk membeli SW selanjutnya. Namun apanbila 

wakif berwakaf secara temporer, maka setelah jatuh tempo, asset 

wakaf tersebut dikembalikan kepada wakif sesuai nominal awal.  

Selanjutnya, aliran dana CWLS sebagai pembiayaan pemulihan bencana 

alam dalam model di atas dijabarkan sebagai berikut:  

a. Aliran dana dari wakif kepada LKS-PWU dan/atau mitra naz{ir. 

b. Aliran dana dari LKS-PWU dan/ atau mitra naz{ir dihimpun menjadi 

satu sebagai asset wakaf dengan koordinator naz{ir BWI. 

c. Aliran dana wakaf untuk dibelikan sukuk. 

d. Aliran dana sukuk untuk pembangunan proyek infrastruktur. 

e. Aliran dana hasil pengelolaan sukuk wakaf (kupon). 

f. Aliran dana pemanfaatan wakaf yang siap didistribusikan keapada 

mawquf’alayh 

g. Aliran dana modal sukuk dari CWLS. 

Dana wakaf sukuk yang telah selesai masa tenornya memiliki dua 

kemungkinan untuk pengelolaannya. Pertama, apabila dalam akad awal wakif 

menghendaki wakaf uang CWLS abadi, maka asset wakaf tersebut akan dikelola 

kembali oleh BWI. Namun, apabila wakif  mewakafkan uang CWLS secara 

temporer, maka setelah jatuh tempo, asset wakaf tersebut dikembalikan 100% 

kepada wakif.  
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Adapun imbal hasil (kupon) sukuk wakaf yang dibayarkan pemerintah 

akan diwakafkan kembali kepada mawquf’alayh korban bencana dalam bentuk 

infrastruktur sosial (masjid, madrasah, rumah sakit, dsb), program pemberdayaan 

ekonomi masyarakat pasca bencana, dan kegiatan lain sesuai syariat. 

Pengawasan dalam pelaksanaan CWLS dari sisi pengelolaan wakaf, 

diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia yang didampingi oleh Dewan Syariah 

Nasional sebagai pengawas dalam kepatuhan syariah (shariah compliance). 

Sementara dalam penyaluran kepada mawquf’alayh oleh mitra naz{ir juga masih 

dalam pengawasan dan koordinasi dengan BWI. Sementara dari sisi Kemenkeu, 

BNPB, dan Kementerian pelaksana proyek pembangunan infrastruktur, diawasi 

oleh lembaga terkait seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP).   

Dalam penerimaan manfaat wakaf dari pengelolaan sukuk, BWI sebagai 

penerima mandat (naz{ir) dapat menggunakan maksimal 10 persen dari imbal 

hasil untuk keperluan operasional. Sisanya disalurkan untuk mawquf’alayh. 

Kemenkeu memberikan kupon atas sukuk dengan nilai pasar tetap dengan 

simbol ‚c‛. Ujrah  (u) naz{ir atas pengelolaan manajemen wakaf uang adalah 

maksimal 10% dari kupon. Setelah akhir periode tenor, nilai hasil pemanfaatan 

wakaf menjadi Mn (dengan asumsi n periode tenor sukuk). Maka akumulasi 

pendapatan pemanfaatan wakaf untuk sukuk adalah sebagai berikut: 

Mn =                               

atau 

Mn = ∑       
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Dengan asumsi kupon dan ujrah tetap, maka manfaat wakaf dapat 

dihitung sebagai berikut: 

Mn =        

Dimana 

Mn  : Hasil pemanfaatan wakaf sukuk selama periode tenor yang bisa diterima  

         Oleh mawquf’alayh 

c : kupon sukuk, dihitung dari nilai sukuk x prosentase kupon yang ditentukan 

u : ujrah untuk naz{ir, dihitung dari maksimal 10% x kupon 

n  : tahun periode tenor 

Rifki Ismal menyatakan, CWLS ini menggunakan sukuk dengan akad 

wakaf, di mana kupon sebenarnya tidak wajib diberikan oleh penerima sukuk. 

Namun, dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang 

mematok 8% sebagai nilai kupon sukuk CWLS ini.
1
 

Dipaparkan Imam Saptono, wakil ketua BWI, Cash Waqf linked Sukuk 

yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia 

(BWI) pada pertemuan tahunan International Monetary Fund - World Bank 

(IMF-WB) Desember 2018 di Bali, merupakan Sukuk Wakaf SW-001 senilai Rp 

50 miliar dengan tenor 5 tahun dan imbal hasil 8,00 persen.
2
 

                                                 
1
 Rifki Ismal - Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Wawancara, 

Surabaya. 22 Juni 2019. 
2
 Tomi sudjatmiko, ‚Potensi Wakaf Sukuk Tunai Rp 77 Triliun‛, diakses dari 

https://krjogja.com/web/news/read/79412/Potensi_Wakaf_Sukuk_Tunai_Rp_77_Triliun, pada 

Mei 2019. 
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B. Simulasi Pembiayaan Cash Waqf linked Sukuk pada Pemulihan Bencana Gempa 

Jogja dan Jawa Tengah 

Gempa Jogja dan Jawa Tengah pada Mei 2006 menimbulkan banyak 

kerusakan dan kerugian. Jumlah total kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi 

diperkirakan mencapai Rp 29,1 triliun (US$ 3,1 miliar). Jumlah total kerusahan 

diperkirakan mencapai Rp 22,75 triliun (78% dari jumlah total) dan jumlah total 

kerugian ekonomi mencapai Rp 6,40 triliun (22%). Angka kerusakan mewakili 

jumlah pembiayaan, termasuk sumbangan oleh korban, yang akan dibutuhkan 

untuk rekonstruksi. Angka kerugian mewakili pengurangan kegiatan ekonomi 

dan pendapatan pribadi dan keluarga yang akan timbul dalam bulan-bulan berikut 

akibat bencana gempa bumi (Lihat tabel 4.1).   

Tabel 4.1 

Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian Gempa Jogja-Jateng  

(dalam Milyar Rupiah) 

 
 Sumber: Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Yogyakarta dan Jawa 

Tengah‛, publikasi, Juli 2016 
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Angka kerusakan yang terjadi pada infrastruktur pemerintah mencapai 

Rp476 Milyar. Sementara sector produktif baik milik pemerintah maupun swasta 

mengalama kerusakan hingga menacapai Rp 9 triliun. Hal ini tentu menjadi biaya 

yang cukup berat bagi pemerintah apabila ditanggung sendiri. Maka alternative 

CWLS sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam menjadi satu hal yang patut 

dipertimbangkan. 

Dari ikhtisar kerusakan dan kerugian akibat gempa di atas, ditunjukkan 

bahwa total kerusakan dan kerugian milik pemerintah mencapai Rp 2,763 

Triliun.  Merujuk pada potensi wakaf uang yang mencapai Rp77 Triliun per 

tahun
3
, nilai kerusakan dan kerugian milik pemerintah tersebut senilai 3,5% dari 

potensi wakaf uang yang terhimpun dalam setahun. Apabila nilai tersebut 

terpenuhi 10% saja, dengan ekspektasi kupon hasil sukuk 8% tetap per tahun, 

biaya pengelolaan wakaf oleh naz{ir sebesar 10% dari hasil, serta tenor sukuk 

selama 5 tahun, maka diperoleh dana sebagai berikut: 

c  = Rp2.763.000.000.000 x 8% 

 = Rp221.040.000.000,- 

u = 10% x Rp221.040.000.000 

 = Rp22.104.000.000 

Mn = ∑       
 
  

 =        

 = (Rp221.040.000.000 - Rp22.104.000.000) x 5 

 = Rp994.680.000.000 

                                                 
3
 Ibid. 
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 Hasil di atas menunjukkan bahwa, apabila CWLS terhimpun sebesar 

Rp2,763Triliun, maka nilai tersebut mampu mengcover keseluruhan pembiayaan 

untuk kerusakan dan kerugian pada sector milik pemerintah. Tak hanya itu, hasil 

pengelolaan wakaf yang ditempatkan pada sukuk, dalam tenor 5 tahun mampu 

menghasilkan manfaat hingga Rp994,68 Milyar. Nilai ini cukup besar untuk 

kemudian dimanfaatkan kepada mawquf’alayh. Hasil pemanfaat CWLS ini bisa 

digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, maupun pemodalan kepada 

sector produktif dengan pembiayaan qard{.  

C. Potensi CWLS sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam 

Berdasarkan kalkulasi BNPB, dana tanggap darurat bencana yang ideal 

adalah Rp 15 triliun per tahun mengingat negara kita yang rentan bencana. 

Namun, dana tanggap darurat yang tersedia untuk tahun 2018 hanyalah Rp 6,3 

triliun. Hal ini menyulitkan BNPB melakukan berbagai kegiatan tanggap darurat, 

rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Minimnya pendanaan juga 

berdampak pada tahapan kesiapan menghadapi bencana. 

Sejauh ini, pemerintah hanya berkonsentrasi dalam memitigasi upaya 

fisik seperti memberikan makanan atau merelokasi infrastruktur publik. Terlebih 

lagi ketika pemerintah membangun kembali infrastruktur publik baru terjadi, 

masalah lain seperti pemilik tanah bahwa tanah mereka diusulkan sebagai lokasi 

infrastruktur baru ditolak. Penolakan ini disebabkan oleh kompensasi yang tidak 

pantas yang ditawarkan. Masalah lain adalah masalah sosial ekonomi seperti 

usaha kecil menengah yang terganggu pasca bencana, atau banyaknya 
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pengangguran baru atau proses pendidikan yang mengganggu bagi para korban 

usia sekolah. Salah satu alasan mengapa program komprehensif semacam itu 

belum dilakukan adalah karena pemerintah memiliki keterbatasan anggaran 

untuk membiayai semua program.  Hal ini memerlukan partisipasi masyarakat 

dalam pembiayaan tersebut.  

Selama ini, dalam menghadapi bencana alam, partisipasi masyarakat 

masih dalam batas derma spontanitas per kasus bencana alam melalui lembaga 

sosial. Pendanaan untuk bencana lebih bersifat reaktif. Ini terlihat dari berbagai 

tabung bencana yang diinisiasi berbagai pihak mulai dari media sampai lembaga 

kemanusiaan setelah bencana terjadi. Belum adanya partisipasi secara aktif (pra 

bencana) ini, maka diperlukan satu instrumen pendanaan baru yang bisa meng-

cover pemulihan pasca bencana. Penulis memberikan Cash Waqf linked Sukuk 

sebagai solusi. 

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar. Menurut data BWI, 

Indonesia memiliki potensi tanah wakaf yang begitu besar yakni sekitar 4.359 

km persegi. Sementara potensi wakaf tunai mencapai Rp77 triliun namun 

penghimpunannya baru mencapai Rp 400 miliar.
4
 Potensi yang sangat besar ini 

tentunya harus dimaksimalkan. Jika melihat potensi wakaf uang yang mencapai 

Rp77 triliun per tahunnya, jika 30%-nya saja dialokasikan untuk CWLS, maka 

bagi hasil yang diperoleh bisa mencapai Rp1,85 Triliun per tahun (dengan asumsi 

kupon nilai pasar tertinggi, 8%). Dengan demikian, setidaknya 12% kebutuhan 

                                                 
4
 Lida Puspaningtyas, ‚Waqf Linked Sukuk, Terobosan Prospektif Minim Risiko‛ 

http://Republika.co.id; diakses pada 20 Juni 2019 
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dana hibah BNPB
5
 untuk pemulihan bencana dapat disuplai oleh hasil 

pemanfaatan CWLS.  

Adapun imbal hasil (kupon) sukuk wakaf yang dibayarkan pemerintah 

akan diwakafkan kembali kepada mawquf’alayh korban bencana dalam bentuk: 

1. Sarana ibadah (masjid, madrasah, dsb) 

2. Infrastruktur sosial (irigasi, sumur, dsb.) 

3. Balai kesehatan 

4. Sarana pendidikan (sekolah, dsb.) 

5. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca bencana 

(misalnya dengan program pembiayaan qard{ul hasan) 

6. Usaha produktif (tambak, kebun, pabrik, swalayan, dsb) yang 

dikelola oleh naz{ir 

7. dan kegiatan lain sesuai syariat. 

Namun demikian, untuk CWLS sendiri, hingga saat ini penghimpunannya 

masih mencapai Rp15 milyar. Melihat realisasi dana CWLS yang terkumpul dari 

masyarakat masih kecil, maka masih diperlukannya sumber dana yang baru untuk 

menambah dana CWLS dan untuk menambah realisasi penyaluran hasil 

pemanfaatan wakaf kepada para mawquf’alayh.  

Menurut ketua BWI, M. Nuh, untuk mewujudkan CWLS ini perlu sinergi 

yang sangat baik antara keempat sektor (BWI, Kemenkeu, BI, LKS-PWU) 

maupun dengan lembaga filantropi Islam lainnya seperti Dompet Dhuafa, YDSF, 

                                                 
5
 Berdasarkan kalkulasi BNPB, dana tanggap darurat bencana yang ideal adalah Rp 15 triliun per 

tahun 
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Lazisnu, dan sebagainya. Menurut ketua BWI, M. Nuh, jika sinergitas tersebut 

bisa terpenuhi dengan baik, hal ini akan sangat strategis.  

‚Penghimpunan ini akan massif apabila juga ada sinergi antara para naz{ir. 

Misalnya YDSF punya dana Rp50 Milyar pertahun, maka (untuk CWLS 

ini) ambil Rp5 Milyar pertahun. Kemudian Rumah Zakat, Nurul Hayat, 

Dompet Dhuafa, Yatim Mandiri, dan lainnya. Banyak. Kalau misalnya 

menyisihkan 10% dari pendapatan (lembaga filantropi tersebut) untuk 

project bersama maka akan sangat banyak. Sehingga bisa segera terpenuhi 

dan bisa digunakan untuk proyek wakaf tersebut.‛
6
 

 

Pun demikian jika menggunakan filosofi dari BNPB, yang menggunakan 

asas sinergitas: BNPB – Dunia Usaha – Masyarakat, maka potensi CWLS dari 

sector usaha juga menjadi alternatif. Dana Corporate Social Responsibility 

(CSR) dari perusahaan bisa dialokasikan untuk wakaf ini. CSR sebagai tanggung 

jawab perusahaan yaitu suatu konsep bahwa organisasi, terutama perusahaan 

adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku 

kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang 

saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan 

yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan sifat unik wakaf 

yang bersifat abadi dan hanya bisa dimanfaatkan hasilnya, maka tentu bisa 

menjadi daya tawar yang menarik bagi pemerintah untuk menarik para 

perusahaan baik swasta maupun BUMN untuk mewakafkan dananya pada 

program CWLS. 

Kolaborasi ini bermanfaat tidak hanya bagi para pemangku kepentingan 

dari sistem keuangan Islam tetapi juga masyarakat pada umumnya. Bagi BWI, 

inisiatif ini dapat memicu efek bola salju dalam mengembangkan aset wakaf 

                                                 
6
 M. Nuh - Ketua BWI, Wawancara, Surabaya. 22 Juni 2019. 
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lainnya. Secara finansial, BWI akan mendapatkan lebih banyak sumber daya 

keuangan untuk mendorong pengembangan sektor wakaf lebih cepat. Bagi 

pemerintah, hal ini merupakan kolaborasi yang efektif dan efisien, bahwa aset 

wakaf dapat berfungsi sebagai aset berbiaya rendah (tanpa biaya diperlukan biaya 

akuisisi) akan menghemat banyak sumber daya keuangan pemerintah sambil 

menjaga tingkat manfaat yang sama untuk publik. 

Bagi masyarakat, CWLS ini merupakan media investasi dunia akhirat. Di 

mana para wakif akan terus mendapatkan double beneficiaries, yakni pahala dan 

investasi yang aman.  

Sementara bagi mawquf’alayh, dalam hal ini adalah korban bencana alam. 

Masyarakat korban bencana akan dapat merasakan pemulihan infrastruktur 

seperti sediakala dan bagi yang menerima bantuan modal usaha, bisa menjadi 

katalisator usaha untuk segera bangkit kembali. 

Dari pembahasan di atas, telah terlihat bahwa potensi CWLS sebagai 

pembiayaan pemulihan bencana alam bisa menjadi alternatif yang tepat. Dana 

wakaf yang terkumpul melalui CWLS ini bisa bermanfaat melalui dua jalur. 

Pertama adalah wakaf yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan 

infrastruktur pasca bencana melalui sukuk wakaf. Kedua adalah dana hasil 

pemanfaatan wakaf yang ditempatkan pada instrumen sukuk yang bisa disalurkan 

kepada mauqifalaih.  

Kelebihan wakaf adalah tidak adanya batasan yang rigit terhadapnya 

seperti dalam zakat. Karenanya, pada wakaf-wakaf mutlaq yang tidak ditentukan 

sasarannya kecuali al-birr (kebajikan) dan kepentingan umum, kemungkinan 
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untuk melakukan pemaknaan baru tetap saja terbuka selama tidak bertentangan 

dengan syariat. Sebagaimana disampaikan oleh Wahbah Zuhaili, mawquf’alayh 

dalam kaitannya dengan jihat al-waqf (sasaran wakaf) adalah: pertama, 

hendaknya sasaran itu merupakan kebaikan dan kebajikan (jihat khair wa birr) 

sehingga berinfak di dalamnya dapat dianggap bentuk taqarrub kepada Allah; 

kedua, Abu Hanifah dan Muhammad menambahkan bahwa akhir dari wakaf 

hendaknya berupa sasaran yang tidak akan terputus selamanya. Ta’bid 

7
menurutnya adalah syarat  dibolehkannya wakaf

8
. 

Dengan demikian, hasil pemanfaatan CWLS ini bisa digunakan untuk 

berbagai hal selain pemanfaat konvensional seperti tempat ibadah dan makam. 

Hasil pemanfaatan juga dapat disalurkan kepada mawquf’alayh dalam bentuk 

pembiayaan modal usaha dengan akad qard{ untuk para pelaku usaha yang telah 

kehilangan mata pencahariannya akibat gempa.  

Untuk skema ini, naz{ir dalam hal ini BWI bisa bekerjasama dengan 

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai penyalur dana 

bantuan pembiayaan. Dengan karakteristik dana wakaf yang bersifat abadi dan 

hanya bisa dimanfaatkan tanpa pemindahan hak milik, maka skema ini akan 

sangat meminimalisir margin atau imbal hasil yang harus dibayarkan oleh 

penerima bantuan. Dengan demikian, bantuan pemodalan dari BWM ini bersifat 

pembiayaan dengan minimum margin. 

Wakaf dapat mendukung aktivitas produktif dan pemerataan 

kesejahteraan kepada masyarakat pasca bencana. Bahkan, dalam jangka panjang, 

                                                 
7
 Keabadian  

8
 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh - Jilid IV (Dar Al-Fikr: Damaskus, 1996). 
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wakaf dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan, mengatasi kelaparan, 

meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta memperkecil kesenjangan 

sosial. Dengan pengembangan ini CWLS ini, wakaf diharapkan dapat menjadi 

instrumen ekonomi dan sarana penguatan ranah sosial. 

Dikutip dari Laporan Kerugian dan Kerusakan Bencana Gempa Jogja-

Jateng, menujukkan bahwa sector produktif menjadi sector yang paling shock 

akibat gempa. Segmen-segmen yang terkena dampak pada sektor-sektor 

produktif tersebut mempekerjakan banyak orang. Oleh karena itu, pengangguran 

kemungkinan besar akan meningkat secara signifikan. Kesempatan kerja harus 

segera disediakan bagi yang menjadi tuna wisma dan yang mata pencahariannya 

terpengaruh. Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang dapat diikuti dalam rehabilitasi 

dan rekonstruksi mencakup: 1) Membangkitkan UKM – khususnya yang 

bergerak di bidang manufaktur, kepariwisataan, dan industri sekunder lain – 

melalui program-program yang menyediakan dukungan likuiditas. Kebanyakan 

UKM tidak bekerberatan untuk mengadakan kontrak pinjaman, daripada 

menunggu bantuan hibah. 2) Membangun kembali sektor perdaganan dan sektor 

jasa di daerah-daerah bencana. Hasil pemanfaatan wakaf pada CWLS ini tentu 

sangat bermanfaat apabila dapat disalurkan untuk pembiayaan usaha masyarakat 

terdampak bencana. 

‚Rumah saya adalah ruang pamer usaha saya. Saya tadinya menjual 

keramik senilai sekitar Rp 10 juta per bulan di pasar setempat dan 

mengirim kontainer-kontainer sebesar sekitar Rp 30 juta ke AS dan 

Eropa. Sekarang rumah saya hancur sama sekali, persediaan barang saya 

hancur; saya punya pesanan yang belum saya penuhi, dan pembeli saya 

bisa beralih ke Vietnam dan Kamboja. Musim pembelian kami adalah 

April sampai Oktober. Jika saya tidak kembali berusaha sepenuhnya pada 
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bulan September, saya kehilangan satu tahun – itulah trauma saya yang 

sesungguhnya yang akan saya hadapi. Saya sudah menjadi nasabah bank 

yang baik selama bertahun-tahun. Saya ingin bank menjadwal ulang utang 

saya – jadi saya bisa bernapas lega selama 6 bulan. Saya juga ingin 

mendapat pinjaman baru sebesar Rp 5 juta hanya supaya usaha saya bisa 

saya mulai lagi. Begitu usaha saya jalan lagi, saya bisa menghidupi diri 

saya dan keluarga. Saya tidak perlu bantuan amal, saya hanya perlu 

likuiditas – segera.‛ Pak. Timbul Rahardjo, pemilik toko keramik, 

Kasongan, Bantul.
9
   

 

Potensi CWLS yang besar ini harus didukung dengan pengelolaan yang 

baik. Ada tiga hal yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pengelola 

CWLS. Pertama adalah transparansi. Wakaf sebagai instrumen keuangan syariah, 

memiliki prinsip bahwa obyek wakaf dan mawquf’alayh-nya harus jelas. 

Sehingga transparansi dari pengelola menjadi yang utama. Dalam hal ini, apabila 

dipergunakan untuk sukuk dan pewakafan pada rekonstruksi pasca bencana alam, 

maka harus jelas, dana tersebut dialokasikan untuk proyek apa, luasannya berapa, 

siapa yang nantinya menerima manfaatnya. Karena hal ini pasti akan 

dipertanyakan oleh investor.  

Kemudian, PR yang kedua adalah sumber kupon sukuk yang dibayarkan 

oleh Kementerian Keuangan. Apabila mengacu pada prinsip bebas riba, maka 

sumber dana kupon ini masih bersifat shubh{at karena dana APBN masih 

bercampur, antara konvensional dan syariah. Namun demikian, memang tidak 

ada dana murni 100%, sehingga dalam hal ini penulis merujuk pada kaidah:  

ميّهتحر باحة إلّ أن يدل الدليل على الّصل فى المعاملَت الّ  
 ‚Hukum asal muamalah itu adalah boleh kecuali jika ada dalil yang 

mengharamkan‛ 

                                                 
9
 Laporan bersama BAPPENAS, Pemerintahan Provinsi dan Daerah, D.I.Yogyakarta, 

Pemerintahan Provinsi dan Daerah Jawa Tengah, dan Mitra International, ‚Penilaian Kerusakan 

dan Kerugian Bencana Alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah‛, publikasi (Juli 2016). 
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PR ketiga adalah kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang. 

Kesadaran ini ada dua, kesadaran untuk melakukan aktivitas social dan kesadaran 

untuk mengetahui wakaf. Selama ini instrumen keuangan Islam social di 

masyarakat yang popular masih terbatas pada zakat, infaq, dan sedekah. Wakaf 

masih jarang. Kesadaran untuk lembaga komersial misalnya. Industry sekuler, 

dana CSRnya bisa diwakafkan, namun karena literasi masih sangat rendah, 

potensi dana tersebut belum bisa maksimal dihimpun.  

Dikutip dari Republika.co.id, Imam, wakil ketua BWI mengungkapkan, 

kendala terberat dalam pengumpulan dana ini yaitu berkaitan dengan literasi 

yang rendah. Pembiayaan sosial melalui wakaf di Indonesia masih relatif 

terbatas. Bahkan realisasi wakaf Indonesia yang merupakan negara mayoritas 

muslim terbesar di dunia, masih tertinggal dari negara seperti Singapura. Untuk 

mengatasi kendala ini, BWI aktif melakukan program peningkatan literasi wakaf 

khususnya melalui gerakan program Wakaf Goes to Campus yang telah berjalan 

sejak awal 2019. "Kami fokus pada pencapaian Rp 50 miliar pertama karena 

kedepannya sesuai kesepakatan kami dengan Kementrian Keuangan bahwa WLS 

ini akan diterbitkan setiap kelipatan 50 miliar,"
10

 

Belum adanya Fatwa DSN untuk CWLS juga menjadi problem. Fatwa 

DSN ini diperlukan untuk bisa memasarkan CWLS secara masif kepada wakif 

ritel serta lembaga-lembaga filantropi internasional. Dengan keluarnya fatwa 

DSN, diharapkan pemasaran bisa segera digencarkan dan kekurangan dana 

                                                 
10

 Imam Saptono, BWI, wawancara, dalam Republika.co.id, 22 Februari 2019. Diakses dari 

https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/02/22/pnboox370-dana-wakaf-linked-

sukuk-tahap-pertama-terkumpul-rp-15-miliar pada 25 Februari 2019. 
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sebesar Rp 35 miliar bisa terkumpul dalam triwulan pertama. Peran serta 

masyarakat juga sangat penting. Dengan berpartisipasi dalam CWLS, masyarakat 

dalam hal ini wakif dapat berperan sebagai investor sosial dalam pembangunan 

nasional yang berkesinambungan dan produktif.  
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BAB V 

PENUTUP 

B. Kesimpulan 

1. Wakaf adalah salah satu sektor sosial Islam potensial yang perlu 

dioptimalkan untuk  dapat mendukung tugas pemerintah untuk menyediakan 

infrastruktur sosial (manfaat publik) untuk pemulihan bencana alam. Adapun 

dalam model yang telah dibuat dimungkinkan pemerintah mendapatkan dana 

pembiayaan dari wakaf yang ditempatkan pada sukuk, sehingga muncul 

instrumen Cash Waqf linked Sukuk sebagai investasi sosial pembiayaan 

pemulihan bencana alam. Dana wakaf yang terkumpul melalui CWLS ini 

bisa bermanfaat melalui dua jalur. Pertama adalah wakaf yang digunakan 

untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana melalui sukuk 

wakaf. Kedua adalah dana hasil pemanfaatan wakaf yang ditempatkan pada 

instrumen sukuk yang bisa disalurkan kepada mawquf’alayh. 

2. Hasil simulasi penerapan CWLS pada program pembiayaan pemulihan 

gempa Jogaja-Jawa Tengah menunjukkan bahwa, apabila CWLS terhimpun 

sebesar Rp2,763Triliun, maka nilai tersebut mampu mengcover keseluruhan 

pembiayaan untuk kerusakan dan kerugian pada sector milik pemerintah. 

Tak hanya itu, hasil pengelolaan wakaf yang ditempatkan pada sukuk, dalam 

tenor 5 tahun mampu menghasilkan manfaat hingga Rp994,5 Milyar. Nilai 

ini cukup besar untuk kemudian dimanfaatkan kepada mawquf’alayh. Hasil 

pemanfaat CWLS ini bisa digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, 

maupun pemodalan kepada sector produktif dengan pembiayaan qard{. 
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3. CWLS sangat berpotensi sebagai instrumen  pembiayaan pemulihan bencana 

yang tepat. Dana wakaf yang terkumpul melalui CWLS ini bisa bermanfaat 

melalui dua jalur. Pertama adalah wakaf yang digunakan untuk pembiayaan 

pembangunan infrastruktur pasca bencana melalui sukuk wakaf. Kedua 

adalah dana hasil pemanfaatan wakaf yang ditempatkan pada instrumen 

sukuk yang bisa disalurkan kepada mauqifalaih.  Jika melihat potensi wakaf 

uang yang mencapai Rp77 triliun per tahunnya, jika 30%-nya saja 

dialokasikan untuk CWLS, maka bagi hasil yang diperoleh bisa mencapai 

Rp1,85 Triliun per tahun (dengan asumsi kupon nilai pasar tertinggi, 8%). 

Dengan demikian, setidaknya 12% kebutuhan dana hibah BNPB  untuk 

pemulihan bencana dapat disuplai oleh hasil pemanfaatan CWLS. Adapun 

imbal hasil (kupon) sukuk wakaf yang dibayarkan pemerintah akan 

diwakafkan kembali kepada mawquf’alayh korban bencana dalam bentuk: a) 

Sarana ibadah (masjid, madrasah, dsb); b) Infrastruktur sosial (irigasi, sumur, 

dsb.); c) Balai kesehatan; d) Sarana pendidikan (sekolah, dsb.); e) Program 

pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca bencana (misalnya dengan 

program pembiayaan qard{ul hasan); f) Usaha produktif (tambak, kebun, 

pabrik, swalayan, dsb) yang dikelola oleh naz{ir;dan  g) kegiatan lain sesuai 

syariat. 
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C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu kiranya penulis menyampaikan 

beberapa saran yang dapat memberikan sumbangan atas kondisi yang lebih baik. 

Berikut adalah saran berdasarkan hasil penelitian: 

1. Edukasi dan sosialisasi mengenai wakaf tunai  secara berkelanjutan kepada 

masyarakat akan meningkatkan pemahaman dan persepsi tentang pentingnya 

wakaf,  mengingat instrumen sosial yang familiar di masyarakat masih 

sebatas di zakat, infaq, dan sedekah. Sehingga wakaf memiliki potensi besar 

bisa tergarap dengan maksimal 

2. Menjalin sinergitas antar lembaga keuangan syariah atau mitra naz{ir untuk 

mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk wakaf. 

3. Menjaring dana CSR dari perusahaan-perusahaan untuk wakaf. Potensi ini 

sangat besar.  

4. Perlu diterbitkan fatwa terkait CWLS oleh Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia. Fatwa DSN ini diperlukan untuk bisa memasarkan CWLS 

secara masif kepada wakif ritel serta lembaga-lembaga filantropi 

internasional. 
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